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RINGKAMAN

A. PENDAHULUAN

Kehidupan suatu masyarakat tampak berkembang sedemikian
pesatnva dan keadaan ini juga semakin menarik pula dengan timbulinya
berbagai masalah hukum. Hal inj terwujud dalam Kkenyataan dan
kemudian  melahirkan  masalah-masalah  sosial  vang  semakin
membengkak dan bertambah pelik,

Salah satu masalah sosial vang nmuneul adalah persoalan
mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum vang berkembang menjadi
embaga hukum. Jegal institution. yang Kita kenal sekarang int
adatah suatu barang baru di Indonesia. Dia tidak dikenal daiam sistem
hukum tradisional. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau
diperlakukannya sistem Hukum Barat di Indonesia.’

Sepadan dengan uraian tersebut diatas, Marc Galanter, dalam
persoalan mengenal gejala penetrasi hukum ke dalam masyarakat yang
semakin meningkal ini berpendapat bahwa keadaan in telah mertbah
keseluruhan peta bumi hukum di dunia.® |

Dengan memperhatikan uraian  Adoan  Buyung Nasgution,

pahwa bantuan hukum itu timbul di Indonesia sebagaimana

dikemukakan diatas, dan kemudian dihubungkan dengan uraian Marc

Galanter yang melihat penetrasi tersebut sebagai keadaan merubah

peta bumi hukumy maka adalah wajar bahwa mamhh bantuan hukum

- merupakan itk tolak dalam melihat dan mendalami hukum dan

kehidupan hukum di Indonesia dewasa ini, serta dalam rangka
pelaksanaan memasyarakatkan hukum di Indonesia.

Hal tersebut memberikan gambaran mengenal kenyataan
tentanc adanya masyarakat yang senantiasa ber gerak ke arah kemajuan
dan bersifat dinamis. Perkembangan aspek kehldupan ini kadang-

kadang berkaitan erat dengan struktur dan kehidupan masvarakat itu

! Adnan Duyung Nfssuhon Bantuan Hokum di Indonesia, 1982, LP'%FS Inkarta, hal. ""«.
1 Satjipto Rehardjo, Hukum dan Masyarakat, 1980, Angkase, Bandung, hal. 16.
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sendiri. Struktur sosial itu sendiri, demgan melalui proses dan
pembangunan hukum, bertujuan untuk mewujudkan serta menciptakan
keadilan yang selaras dan sepadan dengan kehendak masyarakataya.

Dengan latar belakang tersebut penulis mencoba menyingkap

tentang Bantuan Hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Salatiga dart

segi pelaksanaannya.
Hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, secara sederhana
telah dituangkan pula oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunyva Hukum

dan Masyarakat® sebagai berikut ;

“Studi hukum dan masyarakat mempermas Elldh&all kedudukan dan

peranan hukum sebagai suatu lembaga vyang bekerja di dalam
masyarakat. Gambaran yang kemudian terbentuk disini adalah bahwa
hukum #tu merupakan suatu fungsi dari masyarakat. Dengan demikian,
maka perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masvarakat akan
dikaitkan secara sadar kepada hukum yang berlaku disitu.
Masalah pembangunan hukum perlu mendapatkan ’tempat tersendiri d1
dalam pembahasan tentang bukum dan masyarakat ini oleh karena
pembangunan itu  merupakan perubahan  dengan ciri-ciri yang
istimewa’™.

Persoalan bantuan hukum di Indonesia berhubungan erat dengan sifat
Negara kita sebagai Negara Hukum dan konsekuensi diakuinya prinsip
Negara Indonesia sebagai Negara Hukum.

Bantuan hukum hanya mungkin dapat berkembang dengan baik
bilamana suatu Negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala
kegiatan dan penataan kelembagaannya.”

Dari apa yang dikemukakan diatas, maka permasalahan vang cukup
fundamental dalam masalah hukum dalam kaitannya dengan Politik
Hukum di Indonesia adalah bagaimana usaba menyingkap bantuan
hukwin berdasarkan suatu tinjauan vang bersifat sosiologis, dalam

pelaksanaannya.

Thid, Bal. 130.

o Abdustachman. Aspek-Aspek Bantuan Hukum di indonesia,] 983 Cendana Press,Jokarta hal ]




Perlu dikemukakan terlebih dahulu, bahwa Hukum Acara
Pidana (KUHAP) ingin meletakkan aksentuasi vang berin;bang'
terhadap hak-hak seseorang dalam suatu proses pidana dan hak sérta
kewajiban dari para penegak hukum bagi kepentingan umum atau
masyarakat, dimana individupun menjadi anggotanya. Disinilah letak
perimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan
perlindungan terhadap kepentingan umum di dalam Negara Pancasila,

Bersumber pada asas “praduga tak  bersalah”  atau
“presumption of innocence” yang berarti bahwa setiap orang yang
disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan
Pengadilan wajiblah dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan
Pengadilan yang menyatakan kesalahannya telah memperoleh kekuatan

“hukum yang tetap, maka jelas dan sewajarnyalah bahwa lersangka atau

tertuduly  karena kedudukannya sedemikian, wajib mendapat
perlindungan hak-haknya, seperti: hak segera mendapat pemeriksaan
dalam fase- penyidikan serta segera mendapat pemeriksaan oleh
Pengadilan dan mendapat putusan vang seadil-adilnva.

Mengingat juga karena gebagian besar dari mereka vang

menjadi tersangka atau tertudult tidak atau kurang memahami hukum,

maka penting sckali bahwa tersangkn atau Llertudub berhak untuk
mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum agar tersangka atau
teriudull - dapat nmicmberikan  pembelaan terhadap dirinya, baik
penasehat hukum atas pilibannya sendiri dalam semua perkara atau atas
penunjukan dari Pengadilan, 7

Aksentuasi bahwa tersangka atau tertuduh ifu kurang:
memahami  hukuns, ditopang oleh pendapat Soedarto’, “vang
mengemukakan : |
“Adagium” setiap orang dianggap mengetahui undang-undang benar-
benar sejalan dengan pandangan yang normatif abstiak tentang hukum
tersebut. Dewasa ini diragukan sekali adagium yang fiktif' itu, sebab

kenyataannya tidaklah mungkin orang mengetahui semua aturan dalam

H

Soedarto, Hukum dan Hulkum Pidana, 1983, Alwanus Banduong, hal. 12,




undang-undang. Saya tidak yakin bahwa seorang pejabatpun taliu akan
segala peraturan, meskipun it menyangkut jabatannya. Adilkal kalau
kita mengharapkan dari rakyat biasa umuk mengstahui  segala
peraturan vang dikeluarkan oleh Penguasa ?.

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 14 tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka
dalam perkara  pidana, seorang - tersangka terutama  sejak  saat
penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungt dan meminta
bantuan Pemasehat Hukum. Ketentuan tersebut mengandung “suatu

pengertian vang sangat prinsipiil, yaitu bahwa setiap orang yang

tersangiut dalam suatu perkara pidana itu berhak memperoleh bantuan .

hukum pada setiap saat dan dapat mengadakan komunikasi dengannya
(the right of legal council and the right of communicate).

Dengan adanya Pasal 36 Undang-Undang No. 14 talmun 1970 tersebut
maka pada prinsipnya bantuan hukum dapat diberikan pada
pemeriksaan sebelum sidang dan pemeriksaan persidangan, baik dalam
tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan.

Ketentuan tersebut diatas berkaitan erat dengan asas “praduga
tak bersalah” (presumption of innocence) dan dapat diikuti dengan
ketentuan, bahiwa adalah hak dari seseorang yang tersangkut dalam
suatu perkara pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi
peinbelaannya vang baik. Tujuan inilah yang hendak dicapai oleh
undang-undang ini dengan menetapkan Ketentuan-Ketentuan tentang
bantuan hukum. Untuk ity pula ia diberi Kesempatan untuk
mengadakan hukum dengan orang yang memberikan bantuan hukum °

Hal tersebut diatas oleh Abdurrachman dikemukakan persoalan
budaya hukum yang mengetengahkan bahwa budaya hukum itu penting
sekali untuk mendapatkan perhatian vang baik dalam  rangka
pembicaraan tentang masalah bantuan hukum, masalah budaya hukum

berkaitan erat sekali dengan efektifitas hukum. Dengan memperhatikan

6
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budaya hukum masyarakat dapat dirumuskan strategi yang seharusnya
digariskan ulntuk' mengembangkan program bantuan hukum yang batk.
Hal-hal vang dijelaskan tersebut diatas sangat berkaitan erat
~dengan peranan dan cara dalam mewarnai bantuan hukum tersebut.
Dengan berpangkal tolak pada apa yang telah disebutkan
diatas, dapatlah layar sandiwara bantuan hukum dipentaskan dalam

arenanya sesuai dengan peninjauan sosiologisnya.

crmasalahan

Dari gambaran dan latar belakang masal lah, pmmasﬂahan
vang akan diteliti dirumuskan s,ebacﬂu berikut : '

a. Bagaimanakah pemahaman tersanglka atau terdakwa tentang
pemberian bantuan hukum.

b, Faktor-faktor apakah yang  mendorong me.reka untuk
mematfaatkan bantuan dan bagaimanakah pémahaman pencgak
tukum terhadap hak-hak tersangka / terdakwa khususnya tentang
pemberian bantuan hukun, ‘ |

¢. Bagaimanakah pelaksanaan pembarian bantuan hul\um terhadap
tersangka atau terdakwa di wilayah huluim Pengadilan Negeri

Salatiga 7

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukuin terhadap tersangka,

2. Untuk mengetabui bantuan hukum vyang diberikan kep sada nara
tersanghka.

3. Untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam pemberian bantuan
hukum terhadap para tersangka dan untuk mengetahui kendala

yang menghanmbat dalam pelaksanaannya.

=

terhadap tersangka/terdakwa di wilayah Iukum an adifan Negeri

Salatiga.

Untuk mengetalui  pelaksanaan  pemberian bantuan  hukuom.




Kegunaaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis : e

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum, kbhususnya

terhadap pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa.
2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam mengembangkan kajian pada bidang Ilmw Hukum Pidana /

Kriminologi. |

i V4 SV R o IR
Kerangka Teort.

2w
=]

Diketahui bahwa hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui

kaidah-kaidah yémg dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-
kaidah atau hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus
dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum.”

‘Pada hakekatnya hukum méngandunc ide atau konsep-konsep dan
dmgan demikian boleh digolongkan kc,pad sesuatu yang abstrak. Ke
dalam kelompok vang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Demikian dikatakan oleh
Radbruch. Dengan demikian apabila Kkita befbicar;i mengenai
penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara nengenai
penegakan 1de-ide sert?i konsep-konsep yang nota bene abstrak itu.
Dirumugkan secara lain maka penegakan hukum mer upakan suatu
usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Untuk
mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu
organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan
dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan

berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti : Pengadilan,

Satjipto Rahardjo, tanpa fahun, Masaldh Penegakan Hukum (Suatu Tinjauau Soslologis),
Bandung, Sinar Baru, hal. 5.




Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-

undangan.® | .
Mengenai penegakan hukum dalam masyarakat, Robert B.

Siedman secara teoritis memberikan penjefasan 'yang dapat

digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Fakior-Faktor
Sosial dan per-
schal lainnya

- ~

Lembaga LA - Tl
Pembuat  E N
el Peraturan {2 B
- Lo ~
’t b N
I,’ Umpan
/ Balik
: o
Umpan {Balik MNorma Norma "
\\ ‘t
\\ |
N Lembaga % \A =
h Y - Penerapan & Aktifitas Pemegang %
Peraturan B penerapan > | Peranan
'''''''''' R R
2 BT
‘ v - )
IL "‘~.__ ,..-"" :
' “~~.. Umpan balik -~
! P Faktor-faktor
Faktor-faktor Sosial dan per-
Sosiat dan per- sonal lainnya

sonal lainnya

Dalam teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung
bekerjanya hukum dalam masyarakat.” Ketiga komponen tersebut
meliputi (1) Lembaga pembuat peraturan; (2) Lembaga penerap
peraturan dan (3) Pemegang peran. Dari ketiga komponen dasar

Satjipto Rahardjo, tanpa tahim, Ibid, hal. 5.
Periksa buku Rabardjo Satjipto dalan Masalah penegakan hukum (suatu tinjauan sosiologis) Sinar

Baru Bandung, tanps tahun.




tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalili sebagai

berikut : .

1. Setiap peraturan hukwmn memberitahu tentang bagaimana seorang
pemegang peran diharapkan bertindak. |

2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai
suatn  respon terhadap peraturan hukum merupakan fungst
peraturan-peraturan vang ditujukan kepadanva, sanksi-sanksinva,
aktivitasnya dari lembaga pelaksanaa serta keseluruhan kompleks

kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

)

Bagaimana lembaga-lembaga pembuat itu akan bertindak sebagai
respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi
peraturan-peraturan yvang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya,
aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta Keseluruhan kompleks
kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya serta
umpan-umpan balik vang datang dari para pemegang peran.

4. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai
respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi
peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinys,
aktivitasnya dari lembaga pelaksanaa serta keseluruhan kompleks
kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya mengenai dirinya

serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.

B. METODE PENELITIAN

1. Metods Pendekatan
_ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
sosiologis dan metode kualitatif. Pendekatan yuridis ‘sosiologis
(socio-legal research) dimaksudkan untuk mempelajari dan
meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-
lembaga sosial yang lain. Di sini hukum tidak dikonsepsikan
sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otolnom), tetapi sebagai

suaty institusi sosial vang dikaitkan secara riil dengan variabel-




variabel sosial yang iain._20 Metode kualitatif vaitu sebagai prosedur
penelitian vang menghasilkan data deskeiptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara
holistik (utul). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan
individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi

. . . . )
periu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutithan,”

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif’ sesuai
dengan masalah dan tujuan dalam penelitina ini. Deskriptif ini
bukan dalam arti vang sempit, artinya dalam memberikan gambaran
tentang fenomena vang ada dilakukan sesuai dengan metode
penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu
interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak
akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan

umun. 2

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri
Salatiga, dipilihnya Pengadilan Negeri Salatiga dalam penelitian
ini, disamping faktor dana, personal dan waktu, juga karena
pemilihan lokasi tertentu dianggap sudah cilkup lenglkap dan
memadai untuk menyajikan informasi yang intensif baik dalam hal
kedalamannya maupun proses-proses sosial. Ial ini sesuai dengan
tipe informasi daam penelitian kualitatif sebagai mana dikemukakan
oleh Sanapiah Faisal yakﬁi untuk memahami keadaan yang terbatas

' B B , 23
jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinel.

b A
w bt

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hokum dan Yurimetri, Jakarta : Ghalia
Indonests, hal. 34 - 35,
Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1980, hal. 3.

1.8, Susanto, 1990, Kriminologl, Semmarang : FH. Undip, hal. 15.
Sanapiah Faisal, 1990, op. cit., hal. 22.




4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian int adalah polisi, jak.sa dan hakim
yang bertugas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan
tersangka di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.

Metode sampling vyang dipergunakan disimi adalah purposive
sampling vaitu penarikan sampel bertujuan, karena sampel yang
diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu

sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini.

Adapun sampel awal dalam penelitian in1 adalah sebagai

berikut :

a. Seorang polisi, jaksa dan hakim dilingkungan Pengadilun Negeri
Salatiga.

b. Seorang tersangka yang mengalami pemeriksaan di wilayah
Pengadilan Negeri Salatiga |

Sesuai dengan karakteristik kualitatif, pengambilan informasi dari

gampel (responden) selanjutnya megikuti prinsip “bola salju” dan

berakhir setelah terdapat indikasi “tak munculnya™ variasi /

informasi baru.*

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Darta
Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data
sekunder. Data primer didapatkan dengan : |
2. Wawancara tidak berstruktur atau “unstructured .r'm'ce;;vim-u",
yaitu pertanyaan diajukan secara lebih bebas dan leluasa tanpa

terikat oleh susunan pertanyaan yang telah  dipersiapkan

didapatkan informasi yang lebih luas, serta wawancara dapat

berlangsung secara nwes,

b. Observasi vang tak partisipatif atau  “non-pariicipant

observation”. Dalam hubungan ini peneliti berdiri “sebagai

orang luar” dafam situasi sosial yang tengah diobservast.

2 Ibid, hal. 158 - 159,




Sedangkan data sekunder didapatkan melaiui studi pustaka terhadap
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau catatan,

Jiteratur, serta hasil penelitian vang berkaitan dengan penelitian int.

6. Melods Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
“induksi-konseptualisasi”. Dengan cara anajisis demikian. dalam
menganilisis akan bertolak dari fakta / informasi emipiris (data)
menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggt untuk membangun
konsep termasuk pula melakukan sintesis. Data vang terakumulasi
di bawah suatu labet akan dikembangkan menjadi perlanyaan-
pertanyaan konten subtantif dari suatu konsep. Dengan demikian
akan diperoleh makna atas dasar intor-relasi dalam sistem kategori
yang lebih alamiah sifatnyva. sebab kessluruhan Kkategori tetap
dipertahankan sehagai  fakta nominal dan  jalinan  sistem
katagorialnys masing-masing tanpa direduksi ke dalam ukuran-

ulkuran.

. HASIL PENTLITIAN DAN ANALISA

Data dokumen, dalam penalitian ini hanya dipergunakan guna
mendukung kebenaran dan menyingkap tentang bantuan hukum dalam
KUHAP dalam kenyataan dewasa ini.

Berdasarkan penelitian  dalam dokumen-dokumen  berkas
perkara dan register pada Pengadilan Negeri Salatiga diantara bulan
Tanuari tanggal muda 1999 sampai dengan bulan akhir September
1999, perkara yang termasuk dalam acara pemeriksaan biase sebanyak
75 perkara, acara pemeriksaan singkat sebanyak 15 perkara dari 95
perkara yang masuk 90 perkara dikenakan ancaman lebih dari 5 tahun
atau lebih sedangkan yang diancam dibawah 5 tahun ada 5 perkara, dan
jumlah terqangka/tel dakwanya sebanyak 95 tersqngka / terdakwa.

Dari 95 (sembilan puluh lima) ter sangka / terdakwa ini, dapat
dipahami dengan melihat tabel tentang beb«.mpa vang ada penasehat




hukumnya, mendapatkan bantuan hukum dan berapa jumliah yvang tidak
didampingi oleh penaéehat hukum. Untuk memberikan gamlaran
sederhana data tersebut dipaparkan dalam bentuk tabel, yang memuat
seluruh populasi tersangka vang pernah disidangkan di Pangadilan
Negeri Salatiga. '

Penelitian data dokumen vang diambil dari dokumen-dokumen
di Pengadilan Negeri Salatiga selama dan sepanjang setengah tahun,
dimulai pada Januari 1999 dan berakhir September 1999 dihimpun

Jua) tabel, tabel pertama adalah tentang proporsi pemakalan

tentang hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan
bantuan hukum di kalangan responden.

Tabel I: Proporsi pemakaian bantuan hukum.

Jumilah " Prosentase
Bantuan Hukum 10 - 10,5%
Non Bantuan Hukum 85 - 89,5%
Jumiah 95 100%

Dari tabel diatas nampak sebagian besar (89,5 %) respouden tidak.

menggunakan bantuan hukum.

Tabel II: Hubungan antara tingkat pendidikan dengan penggunaan

bantuan hukum.

——

Tindakan

wﬂ SD | Persen { SMP | Persen

SLTA | Persen | Jumlah

e

Bantuan Hukum 5 | 50% 3 30% 2 20% 10

Non Bantuan Hukum 56 | 65% 19 | 22% | 10 | 11% 85




Tabel diatas menggambarkan bahwa yang menggunakan bantuan

hukum ternyata paling banyak adalah lulusan 8D 50 % demikian juga

responden yang tidak menggunakan bantuan hukum lebih banyak
pada responden lulusan SD 65 % ‘
Dari tabel tersebut tergambar tidak adanya bubungan antara tingkat

pendidikan dengan pelaksanaan bantuan hukum.

DATA NON DOKUMEN

I.

Bantuan Hukum bagi para tersangka/terdakwa

Pembangunan yang menempati kedudukan sentral sekarang ini juga

mempunyai tuntutannya sendiri terhadap hukum ia menghendaki |

agar hukum bisa dijadikan sandaran kerangka untuk mendukung
usaha-~usaha vang sedang dilakukan untuk membangun masyarakat,
baik secara fisik maupun spiritual. '
Salah satu tujuan utama dari bantuan hukum adalah adanya bantuan
hukum struktural yang mempunyai efek tertentu terhadap warga
masyarakat dalam arti yang luas. Salah satu efek yang dilehendaki
adalah penanaman suatu sikap tertentu terbadap bantuan hukum
dalam arti vang luag (Soekanto).

Dalam bab terdahulu telah dikutip hasil penelitian Adnan Buyung
Nasution bahwa si miskin tidak menyadari dan tidak tahu bahwa

mereka mempunyai hak dan kewajiban hukum, jangan lagi untuk

dan bagaimana untuk mencari bantuan hukum, bahwa mereka yang -

tahupun umumnya tidak mempunyal keberanian moral untuk
mempeigunakaniya.

Dari hasil wawancara dan observasi terhadap para Hakim di
Jingkungan Pengadilan Negeri Salaiiga, mereka menyadari
pentingnya bantuan hukum dengan catatan asaikan bantuan hukum
vang diberikan oieh para pembeti bantuan hukuvm dilakukan sécara
jujur, penuh tanggung jawab serta menguasai hukum  dan

persoalannya.




Sebagai suatu kenyataan bahwa para Hakim di Pengadiiein Negeri
Salatiga yang jumlah seluruhnya hanya 9 orang Hakim, tampdklah
jelas menyadari pentingnya peranan bantuan hukutn, dapat ditelaah

dalani tabel dibawah ini :

Pertanyaan : Selaku seorang Hakim mengapa tidak menganjurkan

terdakwa / tersangka mempergunakan pensehat

hukum.
Tabel 111
Tindakan ‘ ‘
Jumiah

Adanya peraturan tertuiis ' 7
Untuk kelancaran pemeriksaan R 8
Untuk meningkatkan sikap mental 2
aparat ' : ' :
Meningkatkan kesadaran hukum ' 5
Melindungi harkat dan martabat 3
tersangka

Tegaknya hukum dan keadilan 4

Dari tabel tersebut diatas nampak babwa para hakim di pengadilan
Negeri Salatiga sebagian besar hanye berpatokan pada lkelancaran

senjadi  dasar  tersangkadterdakiva  tidak

pemeriksaan  yang  men
: ;M i : . iy .
menggunakan bantuan  hukum,  Hal o tidak sesuai  dengan

sikap mereka vang secara konkrit mendasarkan pada Surat Keputusan
Menteri Kehakiman R.I. No. M.02.UM.0908 tahun 1980 ientang
Petupjuk  pelaksanaan bantuan  hukum. Padahai dalam  Surat
Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.UM.0908 talun 1980

tentang Petunjuk Pelaksanaan DBantuan Hukum , bahwa  dalam




rangka pemerataan Kesempatan memperoieh keadilan, periu adanya
pemerataan bantuan hukum khususnya bagi mereka vang tidak. / kurang
mampu. Sikap tersebut sccara konkrit telah ditnangkan sebagai
pedoman bagi para Hakim yaitu S.K Menkeh R.I Nomor
M.02.Um.0908 tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan

hukum antara lain dalam Pasal 1 disebutkan sebagai berikut :

1) Pemberian bantuan hukum dalam keputusan ini diselenggarakan
metalui Badan Peradilan Umum.
2) Bantuan Hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak / kurang
mampu daiam perkara pidana : _
a. yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebth.
seumur hidup atau pidana mali.
b. yang diancam dengan pidana kugang dari loma tahun, tetapi

perkara tersebut menarik perhatian masyarakat nas.

Mengenai faktor-faktor para Tersangka menggunakan bantian hukum

adalah :

1. Ingin adanya perlakuan yang adil dan tepat. Ba gaimana meteka
yang telah melakukan perbuatan pidana itu diperlakukan dalam
penerapan hukum pidana 7 Apakah dia {elah  bepar-benar
diperlakukan, sehingga tersangka / terdakwa “telah merasa”
bahwa dia diperlakukan secara adil dan tepat 7 Apabila
tersangka / terdakwa telah merasa diperlakukan dengan cara
yvang adil dan tepat, maka hukuman pidana yang ditimpakan
kepadanya sekalipun hukuman ftu memang tidak disukainya.
namun tersangka / terdakwa akan merasakan hulkuman  1tu
sebagai reaksi wajar dan adil atas kejahatan dan kesalahan yang
telah dilakukannva. Akan tetapi jika dalam cara-cara perlakuan
penerapan  hukum ifu benat-benar  dirasakannya sebagai
perkosaan dan kelaliman, akan tetap dianggapnya sebagai
perlakuan yang “tidak adil dan tidak wajar™, walaupun
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hukuman yang dijatuhkan Kepadanya hanya hukuman bersyarat.
Karena hati sanubarinya telah merazai kepahitan akan perlakuan
aparat penegak hukum vang tak suka memperhatikan  dan
memahami martabat kemanusiaan dan hari depannya.

Ingin penjelasan yang terang atas tindakan yzmg akan dikenakan.

Setiap penangkapan dan penahanan, harus dengan jelas
disebutkan kepada tersangka. Dan cara penangkapan atau
penahanan jangan sampai dilakukan dengan cara-cara tindakan
vang demonstratif dan dipertontonkan sedemikian rupa sehingga
seluruh kampung dan tetangga ikut bercbut mettyaksikannya.
Cara  penangkapan yang . didemonstrasi-kan, benar-benar
menghancurkan barkat marabat dan harga diri si tersangka.
Seolah-olah dia telah dilwkum oleh orang-orang yang menonion
penangkapan, sebelum diadili oieh pengadilan. Demikian juga
cara-cara perlakuan yang dialaminya sewaktu diangkut dari
tempat tahanan ke sidang pengadilan, harus dihindari agar

jangan sampai menimbulkan rasa hina dalam dirinya.

Ingin Hasil penyelidikan jangan dipublikasikan. |
Terutama selama masih dalam  proses pemerikaan
penyidikan, janganlah hasil pemeriksaan itu dipublikasikan
dalam mass media surat-surat kabar atau majalah, Bukankah
selama masih dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, belum
Jelas kejahatan dan kesalahan apa vang akan difudubkan
kepadanya ? Apalagi jika pihak pers yang mempubiikasikannya
telah terlampau jauh memperinci berita acara pemeriksaan,
kemudian dengan berani pula mengambil kestmpulan sendiri.
Seolah-ofah pemberitaan tersebut telah menjatuhkan vonis
kepada tersangka (irial by the press). Hal ini jelas-jclas sudah
melanggar hak asasi tersangka vang dicamumkan dalam asas

praduga tak bersalalb (presumption of innocent). Yakni surat
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kabar telah menjatuhkan vonis terhadap fersangka sebelum
pengadilan sendirt memeriksa kesalahan vyang didakwakan
dalam suan sidang peradilan yang bebas, jujur dan tidak
memihak. Pelanggaran terhadap hak asasi praduga tak bersalah,
benar-benar sangat merendahkan harkat martabat scorang

tersangka / terdakwa.

Ingin menghindari cara perlakuan yang kasar,

Jarus dihindari cara perlakuan yang kasar. Untuk itu
aparat penegak hukum harus sepenulinya mencurahkan perhatian
dengan cara-cara yang “bersahabat” dengan tersangka / terdakwa
dengan perlakuan yang “lemah lembut” tanpa mengurangi
ketegasan dalam pemeriksaan. Ciptakan persaudaraan yang
lemah lembut dalam suatu keseimbangan dengan Ketegasan vang
seperfunya, dalam suatu acuan hak dan martabatova tetap
diperlindungi, namun hukum harus tetap ditegakkan. Sclingg
tercipta suasana dalam setiap tingkal pemeriksaan. si tersangka
terdakwa tetap merasakan bahwa pencgakan hukum  vang

dihadapioya adalah manusia soperti dia juga, Dia bevar-benar

merasa. selama pemeriksnan vang dilakukan kepadanya, berada
o YT I T sy gyt Soenan o o doren e
dalain suasana “herurusan dengan sesanmia manusia’. Kepadanya

tidak  diperlilatkan jarak antara din dengan pihak pejabat

ouk hukum. Sehingga tersangka / terdakiva percaya, babwa

o

pele
pejabat vang dihadapinya bukan “instument of power . tapi
benar-benar dilihatnya sebagai “agency of service ™,

Oleh karena ilu para pejabat penegak hukum  haras
menciptakan — suasana  pemeriksaan  vang bersitat  “sesama
mamisia”.  Jangan ciptakan hubungan  pemerksaan  yang
mengarahkan dan bersifal antara seorang. penguasa dengan
hamba sahaya, dimana jarak antara di nejabat dengan s

tersangka / terdakwa antara tuan majikan dengan budak.




5. Ingin diberi Kesempatan menguiarakan pendapat.

Berikan kesempatan vyang luas kepada tersangRa /
terdakwa untuk mengutarakan dan mengemukakan apa-apa yang
dianggapnya benar, sesuai dengan relevansi pemeriksaan.
Adalah suaty hal yang sangat mencekam dan menyakitkan hati,
apabila kepada tersangka / terdakwa tidak diberikan kebebasan
dan kesempatan mengutarakan apa-apa yang dipikirkannya demi
kepentingan pembelaan dirinya. Apalagi jika pemeriksaan itu
bersifat sepihak saja dalam arti, hanya melulu menurut kehendak

si pemeriksa dengan jalan pemerasan dan pemaksaan pengakuan,

D. KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

1.

[N

Pemahaman tersangka dan aparat penegak lhukum di wilayah

Pengadilan Negeri Salatiga terhadap pemberian bantyan hukum

dapat dikatakan belum dipahami sebagaimana yang dicita-citakan,

hal ini dikarenakan tidak terselenggaranya secara baik suatu
peraturan dalam kehidupan di masyarakat ; |

Para aparat penegak hukum belum dapat memberikan tanggapan

nengenai bantuan hukum secara efektif dikarenakan adanya

motivasi-motivasi yang menyimpang sehingga mempengaruhi
mekanisme yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum ;

Faktor-faktor  yang mendorong  tersangka/lerdakwa untuk

memanfaatkan bantuan hukum adalah sebagai berikut :

a. mereka tersangka atau terdakwa ingin diperlakukan secara adil
dan tepat karena dengan diperlakukan secara adil dan tepat
maka hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya walaupuin
hukuman ity tidak disukainya namun tersangka atau terdakwa
akan merasakan hukiman itu sebagal reaksi yang wajar dan adil
atas kejahatan dan kesalaban yang dilakukannya ;

b, adanya penjelasan yang tlerang atas tindakan yang dikenakan

dengan adanya pemberian  bantuan hukum tersebut  vang




disampaikan oleh aparat penegak hukum maka para tersangka
atau terdakwa tidak meragakan harkat dan martabatuya gerta
harga diri dari tersangka atau terdakwa dihancurkan ;

¢. untuk menghindari - dipublikasikan oleh pers yang kadang-
kadang dengan berani mengambil kesimpulan sendiri dimana
seolah-olah ,

pemberitaan tersebut teleh menjatulikan vonis kepada tersangka

sehingga dapat melanggar hak asast wrsangk,a yang tercantum

dalam asas praduga tak bersalah (presumption of mnocent).

4. Pelaksamaan dari pemberian bantuan hukam terhadap tersangka atau

terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga belum
dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan belum

terlihatnya sosialisasi dari hukum tentang bantuan hukum itu sendiri

“sehingga belum dapat dinikmati secara baik dan wajar oleh para

tersangka atau terdakwa.

Saran-saran

1.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penuho maka kendala \,'ang terlihat
adalah pada birokrat pelaksana, disamping itu juga dari faktor role
acoupant (pemegang peranan) schingga laju pertumbuhan bantuan
hukum dalam KUHAP tidak berjalan mulus . Untuk itu periu
dilaksanakan oleh birokrat tingkat pusat yang merupakan [laktor
terdekat dengan lembaga pembual undang-undang berkewajiban
mclal\xanalmn teriebih dahulu dan menginfus secara nyata birokrat
pulalxaam dibawahnya sampai yang terendah untuk menjatani kan secara
murni dan ideal tentang efektifitasnya bantuan bukum
Disamping itu perlu pula ditingkatkannya kemunikasi yang merupakan
kerangka kerja mencerdaskan bangsa waj iib digatakkan dan secara
minimal penerapan tentang baniuan hukum yang diharapkan oleh

KUHAP dapat disebarluaskan, }\awna mengarahkan bantuan hukum ini

berarti pula melaksanakan, merealisastkan dan . m-nsosmlisasﬂmn-‘

bantuan hukum dalam KU HAP dalam masyarakat Indonesia. -




PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP TERSANGKA/TERDAKWA
DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SALATIGA

“Abstrak”

Sistem_yang tidak efektif akan menimbulkan kondisi-kondisi seperti
adanya bentt]k interaksi konflik kepentingan dalam pemberian bantuan
hukum. Hal ini disebabkan karena belum tercapainya sosialisasi dari bantuan
hukum dalam KUHAP. Terhadap pemberian bantuan  hukum kepada
tersangka/terdakwa, para aparat penegak hukum belum dilaksanakan secara
efektif dikarenakan adanya motivasi-motivasi yang menyimpang.

Melalui metode kualitatif, perdebatan sosiologis lokasi di Pengadilan
Negeri Salatiga, Kejaksanaan Negeri Salatiga, Rumah Tahanan Negara
Salatiga dan para tersangka/terdakwa yang perkaranya diperiksa di
Pengadilan Negeri Salatiga, pengambilan sample secara purposive sampling
prinsip snow ball, pengumpulan datanya melalui wawancara dan observasi
kemudian dianalisis secara induksi konseptualisasiidapat diketahui bahwa

-faktor-faktor para tersangka/terdakwa memanfaatkan bantuan hukum adalah

ingin diperlakukan secara adil dan tepat, ingin memperoleh penjelasan yang
sejelas-jelasnya“'étas tindakan atau sanksi yang akan dikenakan, ingin agar
pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa tidak dipublikasikan, ingin
menghindari cara periakuan yang kasar dan ingin diberi kesempatan
mengutarakan pendapat, hal tersebut masih ditambah belum disosialisasi
berupa bantuan hukum sehingga belum dapat dinikmati secara wajar dan
baik oleh tersangka/terdakwa. Untuk itu diharapkan agar aparat penegak
hukum meningkatkan komunikasi yang merupakan kerangka kerja
mencerdaskan bangsa dan secara minimal penerapan bantuan hukum yang




diharapkan oleh KUHAP dapat disebartuaskan, karena mengarahkan bantuan
hukum ini berarti pula melaksanakan, merealisasikan dan mensosialisasikan
bant_tgan hukum dalam KUHAP dalam masyarakat Indonesia.




PERFORMANCE OF GIVING LAW ASSIST, ANCE TO THE SUSPECT
IN LAW AREA OF DIST RICT COURT OF SALATIGA

ABSTRACT

Un effective system will cause conditions like the interaction of need’s
conflict for giving law assistance. It's because enrichment of socialization
from law assistance on KUHAP for aivi

motives,

Through the qualitati\)e method, the
district court of Salatiga, offi

Salatiga and for the suspect
Salatiga, take a sample pu

collection of it's datg trough the interview and

soci‘olog&r argumnet of lacation in
ce of district council of Salatiga, district jail of
whose affair was checked to the district court of

observation, then analyzed it
50 it will be known that the factors of making an
assistance for the Suspect are because the wanted to

be treated lawfully and
correctly, they wanted some abviausly clear of

an explanation for the

ame do, realize, -and socialize the law assistance on KUHAP for the
ndonesian.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keh1dupan suatu masyarakat tampak berkembang sedemlklan |

pesatnya dan keadaan ini juga. semakm menarik pula dengan tlmbulnya
berbagai masalah hukum. Hal ini terwujud. dalam kenyataan dan
kemudian r_neiahirkan masalah-mgsal;h sosial  yang semakin
membengkak dan bertambah pelik.

Salah sam masalah sosial yang muncul adalah persoalan mengenai
bantuan hukum. Bantuan hukum yang berkembang menjadi suatu lembaga
hukum, legal institution, yang kita kenal sekarang ini adalah suatu barang
‘baru di Indonesia. Dia tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Dia
baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diperlakukannya sistem
Hukum Barat di Indonesia.’

Sepadan dengan uraian tersebut diatas, I\/farc Galanter, dalam
persoalan mengenai gejala penetrasi hukum ke dalam masyarakat yang
semakin meningkat ini berpendapat bahwa keadaan in telah merubah
keseluruhan peta bumi hukum di dunia.? :

- Dengan memperhatikan uraian Adnan Buyung Nasution, bahwa
bantuan hukum itu timbul di Indonesia sebagaimana dlkemukakan diatas,
dan kemudian. dlhubungkan dengan uraian' Marc Galanter yang melihat
penetrasi tcrseb.ut sebagax keadaan merubah peta bumi hukum, maka adalah

wajar bahwa masalah bantuan hukum men_;bakan titik tolak dalam melihat

! Adnan: Buyung Nasuuon, Bantuan Hukum di Indonesia, 1982, LP3ES, Jakarta, hal. 23,
% Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, 1980, Angkasa, Bandung, hal, 16.
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dap mendalami hukum dan kehidupan hukum di Indonesia dewasa ini, serta -
dzﬂam-rangka pelaksanaan memasyarakatkan hukum di Indonesia.

Hal tersebut memberikan gamba.rankmengenai kenyataan tentang
_adgi_lyaj masyarakat yang senantiasa bergerak ke arah kemajuan dan bersifat
dinamis. Pefkeﬁn'baﬁgén aspek kehidupan ini kadang.-kadang berkaitan erat
dengan struktur dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Struktur sosial itu
s‘en'd_iri, dengan melalui proses dan pembangunan hukum, bertujuan untuk
mewujudkan serta menciptakan keadilan yémg selaras dan sepadan dengan
kehendak m’asyarak_gtnya.; ‘
| Dengan latar belakang tersebut penulis m.encoba menyingkap
tentang Bantuan Hukum di Wilayah Pengadilan Negeri Salatiga dari segi
' pc.laksanaénnya.

Hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, secara sederhana telah
dituangkan pula oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum dan
Masyarakat® sebagai berikut :

“Studi hukum dan masyarakat mempermasalahkan kedudukan dan
peranan hukum sebagai suatu lembaga yang bekerja di dalam masyarakat,
Gambaran yang kemudian terbentuk disini adalah bahwa hukum itu
merupakan suatu fungsi dari masyarakat. Dengan demikian, maka
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan dikaitkan
secara sadar kepada hukum yang berlaku disitu.

Masalah pembangunan hukum perlu mendapatkan tempat tersendiri di
dalam pembahasan tentang hukum dan masyarakat ini oleh karena
pembangunan itu merupakan perubahan dengan ciri-ciri yang istimewa”.

Persoalan bantuan hukum di -In_donesia berhubungan erat -dengan sifat
Negara kita sebagai Negara Hukum dan konsekuénsi diakuinya prinsip

Negara-Ihdonesia sebagai Negara Hukum.

* " Ibid, hal, 130.




Bantuan hukum hanya mungkin dapat berkembang dengan baik bilamana
suatu Negara nienj.adikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan
peﬁataan kel,cm_bagaannya.l4 .
Dari apa yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang cukup
fund"ameﬁtal dalani_maéalah hukum dalam kaitannya dengan Politik Hukum
di Indonesia adalah bagaimana usaha menyingkap bantuan hukum
berdasarkan. suatu tinjauan yang bersifat sosiologis, dalam pelaksanaannya.

Perlu dikemukakan terlebih dahulu, bahwa Hukum Acara Pidana
(KUHAP) ingin meletakkan aksentuasi yang berimbang terhadap hak-hak
seseorang dalam suatu proses pidana.dan hak serta kewajiban dari para
penegak hukum bagi kepentingan umum atau masyarakat, dimana
individupun menjadi anggotanya. Disinilah letak perimbangan antara
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap
kepentingan umum di dalam Negara Pancasila.

Bersumber pada asas “praduga tak be}salah” atau “presumption of
innocence” yang berarti bahwa sctiap orang yang disangka, ditangkép,

ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan wajiblah

' diangg‘ap tidak bersalah sebelum adanya putusén Pengadilan yang

menyatakan kesalahannya telah memperoléh ;kekuatan hukum yang tetap,
maka jelas dan sewajarnyalah bahwa tersangka atau tertuduh karena
kedﬁdukannya sedemikian, wajib mendapat perlindungan hak-haknya,
ééperti:...hak segera mendapat pemeriksaan dalam fase penyidikan serta
segera mendapat pemeriksaan oleh Pengadilan dan mendapat putusan yang

seadil-adilnya.

4 Abdurrachman, Aspek-Aspek Bantuan Hukun di Indonesia,;1983,Cendana Press,Jakarta, hal.1,




Mengmgat _]uga karena sebagian besar dan mereka yang menjadi
tersangka atau tertuduh tldak atau kurang memahami hukum, maka penting
sekali bahwa tersangka atau tertuduh berhak untuk mendapatkan bantuan
hukum dan penaschat - hukum agar tersangka atau tertuduh dapat
membenkan pembelaan terhadap dirinya, baik penasehat hukum atas
pilihannya sendiri dalam semua perkara atau atas penunjukan dari
Pengadilan.

Aksentuasi bahwa tersangka atau tertuduh itu kurang memahami
'hukum.., ditopang oleh pendapat Soedarto®, yang mengemukakan :
“Adagium” setiap orang-dianggap mengetahui undang-undang benar-benar
sejalan dengan pandangan yang normatif abstrak tentang hukum tersebut.
Dewasa ini diragukan sekali adagium yang fiktif itu, sebab kenyataannya
tidaklah mungkin orang mengetahui semua aturan dalam undang-undang.
Saya tidak yakin bahwa seorang pejabatpun tahu akan segala peraturan,
meskipun itu meanyangkut. jabatannya. Adilkah kalau kita mengharapkan
dari rakyat biasa untuk mengetahui segala peraturan yang dikeluarkan oleh
| Penguasa ?.

Sesuai dengan Pasal 36 Undang;Undang No. 14 tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka dalam perkara
pidana seorang tersangka terutama sejak saat penangkapan dan atau
penahana.n berhak menghubungi dan meminta. bantuan Penaschat Hukum
. Ketentuan tersebut mengandung suatu pengeman yang sangat prinsipiil,

yaitu bahwa setiap orang yang tersangkut dalam suatu - perkara pidana itu

berhak memperoleh bantuan hukum pada setiap saat dan dapat mengadakan

$. Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, 1983, Alumnus Bandung, hal, 12.




koﬁiﬁnikasi " de'ngalinya (the right bf 'lejgaf council and the right of
ébmmunicafe).

Dengan adanya Pasal 36 Undang-Undang No.. 14 tahun 1970 tersebut maka
pada prinsipnya bantuan hukum dapat diberikan pada pemeriksaan sebelum
sidang dan pemeriksaan persidangan, baik dalam tingkat penyidikan
maupun dalam tingkat penuntutan.

Ketentuan tersebut diatas berkaitan erat dengan asas “praduga tak
bersalah”':(presumption of innocence) dan dapat diikuti dengan ketentuan,
bahwa édalah hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara
pidana untuk dapat mengadakan persiapan bagi pembelaannya yang baik.
Tujuan inilah yang hendak dicapai oleh undang-undang ini dengan
menetapkan ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum. Untuk itu pula ia
diberi kesempatan untuk mengadakan hukum “dengan orang yang
memberikan bantuan hukum °. ‘ ‘

Hal tersebut diatas oleh Abdurrachman dikemukakan persoalan

budaya hukum yang mengetengahkan bahwa budaya hukum itu penting

sekali untuk mendapatkan perhatian yang baik dalam rangka pembicaraan -

tentang . masalah bantuan hukum, masalah budaya hukum berkaitan erat

sekali dengan efektifitas hukum. Dengan memperhatikan budaya hukum

masyarakat dapat-dirumuskan strategi yang scharusnya digariskan. untuk
mengembangkan p;ograin bantuan hukum yang baik.
- Hal-hal yang dijelaskan tersebut diatas sangat berkaitan erat dengan

peranan dan cara dalam mewarnai bantuan hukum tersebut.

 Ibid hal 13




Dengan berpangkal tolak pada apa yang telah disebutkan diatas,

dapatlah - layar sandiwara bantuan hukum dipcntaskan dalam arenanya

sesuai dengan peninjauan sosiologisnya.

B. Permasalahan

Dari gambaran dan latar belakang masalah, - permasalahan yang

akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

a,

Bagaimanakzih pemahaman tersangka atau terdakwa tentang
pemberian bantuan hukum.

Faktor-faktor apakah yang mendorong mereka untuk memanfaatkan
bantuan hukum dan bagaimanakah pemahaman penegak hukum
terhadap hak-hak tersangka / terdakwa khususnya tentang pemberian
bantuan hukum.

Bagaimanakah pelaksanaan pembarian bantuan hukum terhadap
tcf;angka atau terdakwa di wilayah hukuxﬁ Pengadilan Negeri

'Salatiga_ 7.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1.
2.‘

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tersangka.
Untuk mengetahui bantuan hukum. yang diberikari kepada para

‘tersangka.

Untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam pemberian bantuan
hukum terhadap para tersangka dan untuk mengetahui kendala yang

‘menghambat dalam pelaksanaannya.

4. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum




'té’rh,adap tersangka/terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Salatiga. '

D. Kegunaaan Penelitian
1. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya
terhadap pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam mengembangkan kajian pada bidang Ilmu Hukum Pidana /

Kriminologi.

E. Kerangka Teori.

‘Diketahui bahwa ‘hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui
kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-
kaidah atau huku;n itulah terkandung ti!ndakan-‘tindakan yang harus
dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan ﬁukum.7

Pada hakekatnya hukum fnengandun_g ide atau konsep-konsep dan

' l.dengan‘ demikian boleh digolongkan kepada sesuétu yang abstrak. Ke
. dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadil.an,'
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Demikian dikatakan oleh
Radbruch. |
Dengan demikian apabila . kita berbicara mengenai penégakan

hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-

Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, Masalah'Penegak:an Hukum (Suatu Tinjauan- Sosiolegis),
Bandung, Sinar Bar, hal. 5. :




ide serta konsep-konsep yang nota bene abstrak itu. Dirumuskan secara
lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan
ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan hukum sebagai
ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks,
Negara 'yan,g harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang
abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan unfuk
keperluari tersebut, seperti : ° Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian,

Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-undangan.®

Mengenai penegakan hukum dalam masyarakat, Robert B. Siedman

secara teoritis memberikan penjelasan yang dapat digambarkan dalam

bagan sebagai berikut :

®  Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, Ibid, hal. 5.




Faktor-Faktor
Sosial dan per-
sonal lainnya

Lembaga - &~
Pembuat
Peraturan

/s Umpan
H Balik
]
Umpan {Balik Norma_. Norma 3
\ \
\
. Lembaga
.| Penerapan Aktifitas . Pemegang
. Peraturan penerapan’ Peranan
T ‘\s P :
‘n_...‘.- J” !
i ~~~~~ Umpan balik -~ '

Faktor-faktor
Sosial dan per-
sonal lainnya

Faktor-faktor
Sosial dan per-
sonal lainnya

Dalam teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung
'.bekgrjanya-. hukam dalam  masyarakat.” Ketiga kompdncn tersebut
meliputi (1) Lembaga pembuat peraturan; (2) Leniba‘ga‘ penerap

- peratliran dan (3) Pemegang peran. Dari ketiga komponen- dasar tefsebut
Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalili scbagai berikut:
1. -Se_ﬁap peraturan. hukum -‘Ilnembe'ﬁtahu -tentang bagaimana seorang
pemegang perah diharapkan bertindak. '
2. Bagaimana seorang pemegang peran 1tu akan bertindak sebagai suatu

respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya

? Periksa Satjipto .Rahardjo Miasalah penegalan hukum (suatu iinjauan sosiologis) Sinar Baru
Bandung, tanpa tahun.
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dari lembaga pelaksanaa serta keseluruhan kompleks kekuatan sosml .
politik dan lain-lainnya mengenai dirinya. - o

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai
'reépon terhadap peramran-perauu.'a.n} hukum merupakan fungsi
peraturan-peraturan yang ditujukajn k;epadanya, sanksi-sanksinya,
aktivitasnya dari lembaga pelaksanaa serta k:eéeluruhan kompleks
kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya serta
umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.

4. Bagaimana lembaga-lembaga pembuat itu akan bertindak sebagai ”
respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi
peratﬁran—peraturan yang dituju‘kanl kepadanya, sanksi-sanksinya,
aktivitasnya dari lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks
kekuatan sosial, politik, ideclogi dan lain-lainnya mengenai dirinya

serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran."°

Pendapat lain yang berkaitan deﬂgan pélaksanaan penegakan
hukum khusﬁ_snya penegakan hukum pidana antara lain dikemukakan
oleh-i.S. .Susanto bahwa paling tidak ada empat dimensi yéng da:pat
mempengaruhi Kualitas penegakan hukﬁm, yaitu.disamping undang-

‘uﬁ'dangnyja, lmaka penegakan hukum sedafa konkrit rﬁclibatkan
:',f;pa.langgar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum,
~di- dalam suatu hubungan yang bersifat interaksi, yakni hﬁ'bungan
yang bersifat sahng mempenga.ruhl dan berlangsung dalam wadah
struktur p011t1k sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi

tcrtentu.

' Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Alumni, hal. 27,
11 s, Susanto, Pemahaman Kritis terhadap Realitas Sesial (Dalam Majalah “Masalah-
Masalah-Hukum” No. 9 tahun 1992), hal. 17.
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Dimensi ‘pe:rundangrundangan antara lain perlu dikaji tentang

subStaﬂsinya, yaitu seberapa jauh “cacat” yang dimilikinya, seperti

_undang -undang, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan

memperoleh keuntungan / manfaat lebih besar dari pengaturan atau

sebahk_nya yang akan dirugikan, apakah undang-undang tersebut cukup

adil dan manusiawi dan sebagainya,'? i

Dimensi pelanggar hukum antara lain menya:ngkut pandangan atau
persepsi pelanggar terhadap undang-undang, korban / niasyarakat dan
aparat penegak hukum maupun bekerjanya.hukum. Sementara dimensi
korban antara lain menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang
sebagai kejahatah dan penegak hukum, kepentingan-kepentingan yang
ada, "ke-sadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya.

Berbicara masalah penegakan hukum, tidak dapat terlepas dari

pengkajian terhadap organisasi penegak. hukum itu sendiri, karena

.apabila kita membicarakan hukum dalain konteks organisasi, akan

membuka - pintu’ bagi pengkajian tentang; bagaimana lembaga hukum

- vang diserahi tugas untuk mewujudkan. dan menegakkan hukum itu

bekerja. Dengan mengamati bekerjanya organisasi pembicaraan hukum

- yang -abstrak kepada peringkat yang lebih konkrit. Konkrit disini

dimaksudkan pembicaraan yang menyangkut proses bagaimana tujuan-
tujiian hukum itu diwujudkan dalam konteks organisasi. Oleh karena itu
dalam konteks organisasi berarti mempermasalahkan orang, tingkah laku
orang-orang, membicarakan fasilitas serta kultur suatu organisasi.'?

Apabila kita sudah berbicara mengenai organisasi maka satu hal

'yang pokok adalah bagalmana orgamsa51 itu akan “dibuat berjalan”.

2 Ibid, hal.
B Sat_]lpto Rahardjo, op. cit, hal. 10 - 19
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Proses ini tidak lain merupakan kegiatan manajemen. Manajemen

menurut Shrode dan Voich diartikan sebégai seperangkat kegiatan atau

suate proses untuk mengkordinasi atau mengintegrasikan penggunaan

sumber-sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi

melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi dan dijalankan dalam
kerangka ‘suatu struktur organisasi.'*

Berdasarkan hal tersebut,. maka untuk dapat memahami aparat
penegak hukum sebagai -suatu organisasi, ia dapat diperinci ke dalam

unsur-unsur sebagai berikut :'*

Unsur - unsur organisasi Yang menjalankan
Qrang-orang Para pelaksana tugas
2. Teknik-teknik | Teknologi yang dipakai untuk
menjalankan tugas ‘
3. Informasi Pengetahuan vang dipakai untuk
menjalankan tugas
Struktur Pengaturan tugas

-5, Tujuan - ' Alasan bagi menjalankan tugas

I
|

Dari unsur-unsur organisasi diatas, unsur orang atau manusia

merupakan unsur yang paling esensial -dalam bekerjanya - suatu

organisasi dan memiliki kedudukan yang. unik. Kedudukan unsur

manusia yang esensial dan unik dalam penegakan hukum dikemukakan

pula oleh. M. Yahya Harahap (dalam bukunya : Pembahasan

Peﬁnasalahanda.n Penerapan KUHAP, 1988, hal. 6 ) yang didasarkan

pada pendapat Taverne yang menyatakan :

4 Ibid, Hal. 15- 17.
% Satjipto Rahardjo, op. cit., hal, 70,
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“Geef me goede Rechter Politic ambtenaren, en ik zal met een slecht

wetboek van strafproses recht het goede Politie ambtenaren”.

Ucapan tersebut dapat diartikan bahwa bukan rumusan undang-undang
yang merijamin kebaikan pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum
acara ‘pidana yang jelekpun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya

ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik.

Kalan-begitu yang perlu dan paling utama adalah manusia-manusia

aparat penegak hukum itu sendiri. Dengan kecakapan dan moral yang
baik, : mental . yang kuat serta dedikasiz- pengabdiannya penuh rasa

tanggung jawab maka akan menjamin kesempurnaan dan kebaikan

KUHAP, jadi bukan semata-mata rumusan KUHAP yang menjamin

kesempurnaan dan keaktualannya.

Dalam hubungan ini Van Doorn mengatakan sebagai berikut :

" “Ia merupakan kebersamaan dan keadaan keterikatan dari sejumlah
manusia, yang tidak hanya keluar dari kerangka organisasi, karena
manusia selalu cendenmg untuk keluar dari setiap bentuk
konstruksi organisasi, melainkan juga karena set1ap kali terjatuh di
luar skema (organisasi), disebabkan oleh karena ia cenderung untuk
memberikan tafsirannya sendiri mengenai fungsinya dalam
organisasi, berdasarkan kepribadiannya, asal-usul sosial dan tingkat
pendidikannya, kepentingan ckonommya serta kcyakman politik
dan pandangan hidupnya sendiri”.

Berdasarkan pendapat Van Doorn di atas dapat disimpulkan bahwa
walauﬁun seseorang telah diikat dalam suatu struktur organisasi, ia akan
selala éenderung keluar dari kosntruksi struktur tersebut karena yang
paling dominan dalam tingkah laku manusia adalah unsur subjektifnya
dalam hal menafsirkan sesuatu yang ada di sekelilingnya, bukan struktur

ya:_ng men'gikatnya.\Hal ini dapat dimengerti karena perilaku manusia

'S Ibid, hal, 26. - . o
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.sebagaimana dikemukakan oleh para ahli budaya, fenomenologi,
interaksionalisme simbolik dan etnomentologi, dinyatakan bahwa
hakikat manusia adalah sebagai subjek yang mempunyai kebebasan
menéntuk‘an‘ pilihan atas .d_asar sistem makna yang mémbudaya dalam
diri masing-masing pelaku yang bersandar pada pandangan filsafat yang
lebih humanistis sifatnya. :

Seperti dikemukakan oleh Weber, bahwa tingkah laku manusia
yang tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari sejumlah
pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia pelakunya. Jadi
‘ada sejumlah pengertian, batasan-batasa:h atau kompleksitas makna yang
hidup di kepala manusia pelaku, yang mémbawa konsekuensi-
konsekuensi pada tingkah laku yang terekspresi secara eksplisit. Karena

demikian halnya, maka realitas itu bersifat subjektif interpretatif dan

- itulah fenomena yang tampak kalai kita mau menghayatinya (dengan

menggunakan metode “verstehen”) dan inilah yang oléh Sheler disebut
sebagai “pengalaman fenomenologis”, yang melalui pengalaman itu kita
bisa:memahami fakta fenomenologis.'’” '

Untuk menjelaskan tingkah laku menusia melalui analisis makna
ini, maka dikemukakan disini teori dari Aliran Interaksionis Simbolik
yang antara lain dipelopori Charles Horton dan W.L Thomas.

Tés}i interaksionis‘ ini dalam menjelaskan tingkah laku manusia,
menyandarkan pada tiga buah premis, yaitu :'®
Pertama, bahwa manusia itu.berbuat ke arah sesuatu atas dasar makna |

yang melekat pada sesuatu itu. Artinya, pada sesuatu itu ada makna,

7 Sanabiéh Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Edisi I, Cetakan I, Malang =

Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990, hal. 13,

'® Sanapiah Faisal, Ibid. hal. 15.
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sesuatu 1tu sekedar simbol dari makna dan tindakan manusia ditujukan

untuk mengejar makna itu sendiri (“people do not can act to wards
things, but toward their meanings™). o |

Kedua, bahwa makna tentang sesuatu itu bérkembéng dari atau melalui
interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Ini sejalén dengén arus perkembangan budaya itu sendiri sebagai suatu
-hasilihling\,»mémbagi sistem makna (“shared system of me&nings”).

Makna-makna dimaksud dipelajari, direvisi, dipelihara dan diberi

o bétasan—batasan-dalam konteks interkasi manusia. -

Ketiga, makna-makna tersebut dipegang, dijadikan acuan dan
..diinterp:etasika,n oleh seseorang dalam berhubungan dengan sesuatu

yang dihadapinya. la digunakan sebagai acuan untuk menafsirkan

- sesuatu situaéi, keadaan, benda, atau lainnya dalam kehidupan sehari-

hari.

Disamping itu perlu pula dikemukakan disini bahwa perilaku

- manusia yang subjektif interpretatif sebagaimana disebutkan oleh Weber

diatas, tidak dapat terlepas dari persepsinya dalam menangkap segala

'sesuatu .yang ada disekelilingnya, karena tindakan atau perbuatan

manusia adalah tindakan atau perbuatan tentang orang terhadap sesuatu,

sementara “warna” tindakan itu sendiri.dipengaruhi oleh persepsi atau

pandangannya terhadap sesuatu. Sedangkampengetahuan yang dimiliki
seétiap orang merupakan hasil pcilgalaman yang unik sebagai seorang
pribadi dalam lingkungan hidup bersama orang lain. Artinya pandangan

atau persepsi orang tentang sesuatu diperoleh melalui proses sosial.'?

¥ 1S. Susanto, 1994, Persepsi Remaja dan Polisi: Mengenai Kenakalan Remaja dan

Penanggulangannya, Semarang : Pusat Stusi Kepolisian FH. Undip, hal. 10.
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F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
sosiologis dan metode kualitatif. Pendekatan yuridis sosiologis
(socfo—legal: research) dimaksudkan untuk mempelajari  dan
‘I‘nenelit_i. hﬁbungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-
Iefnbaga sosial yang lain. Di sini hukum. tidak dikonsepsikan
sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai
suatu institusi sosial yang dikaitkan %;ecara riil dengan variabel-
variabel sosial yang lain.*® Metode kualitatif y_aitu sebagai prosedur

" penelitian .yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara
holistik (utuh)., Jadi dalam hal ind tidak boleh mengisolasikan
individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi

perlu memandangnya sebagai -bagian dari suatu keutuhan.?!

2. Spesiﬁkasi Penelitian
" Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai
dengan masalah dan tujuan dalam penelitina ini. Deskriptif ini
bukan dalam arti yang sempit; artinya dalam memberikan gambaran
tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai deﬁgan metode
pen_eiitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu

interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak

2 Rouny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Jakarta : Ghalia
Indonesia, hal. 34 - 35.
1 Lexy J. Mceleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1980, hal. 3.

i
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akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan

umum,??

Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri
Sa_latigé,, dipilihnya Pengadilan Negeri Salatiga dalam ' penelitian
ini, disamping faktor dana, personal dan vjvaktu, Jjuga karena
pemilihan lokasi tertentu dianggap sudah cukup lengkap dan

memadai untuk menyajikan informasi yang intensif baik dalam hal

~ kedalamannya maupun proses-proses sosial. Hal ini sesuai dengan

tipe informasi daam penelitian kualitatif sebagai mana dikemukakan
oleh Sanapiah Faisal yakni untuk memahami keadaan yang terbatas

jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci.®®

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ii}i adalah polisi, jaksa dan hakim
yang bertugas di wilayah hukum Peﬁt,i;adilan Negeri Salatiga dan
tersangka di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.
Metode sampling yang diperguﬁakan disini adalah purposive
sampling. yaitu penarikan sampel bertujuan, karena sampel yang
diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu
sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini.

Adapun sampel awal dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

2 1§, Susanto, 1990, Kriminologi, Semarang : FH. Undip, bal. 15.
** Sanapiah Faisal, 1990, op. cit., hal. 22.
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Seorang pobisic jaksa dan hakim dilingkungan Pengadilan
Negeri Salatiga. ' o !

Seorang tersangka vang mengalami pemeriksaan di wilayah

‘Pengadiian Negeri Saiatiga

Sesuai dengan karakteristik kualitatif, pengambilan informasi

dari sampel {(responden) selanjutnya megikuti prinsip “bola

£ta

salju” dan berakhir setelah terdapat indikasi “tak munculnya”

e . A,
variasi / informasi baru.™

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data- primer dan data

sekcunder. Data primer didapatkan dengaun :

b.

Wawaneara tidak berstruktur atau “unstructured interview”,

vaitn pertanvaan diajukan secara lebih bebas dan leluasa

tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipetsiapkan -

sebelumnya. Dengan tujuan agar arahnya lebih terbuka dan
bisa didapatkan informasi yang lebih luas, serta wawancara
dapat berlangsung secara luwes.

Observasi yang partisipatif atau “participant observation”,

Daiam hubungan ini peneliti berdiri “sebagai orang dalam”

dalam situasi sosial yang tengah diobservast.

Sedangkan data sekunder didapatkan melaluni studi pustaka.

terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen
atau catatan. Literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan

dengan penelitian ini.

M hid, hall 158 - 159,
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6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam .penelitian ini adalah
“induksi-konseptualisasi”. Dengan cara analisis demikian, dalam
menganilisis akan bertolak dari fakta / informasi empiris (data)
menuju ke tingkat absuﬁksi yang lebih tinggi untuk membangun
konscp termasuk pula melakukan sintesis. Data yang terakumulasi
di bawah suatu label akan dikembangkan menjadi pertanyaan-
pertanyaan konten subtantif dari. suatti konsep. Dengan defnikian
akan diperoleh makna atas dasar inter-relasi dalam sistem kategori

‘yang lebih alamiah sifatnya, sebab keseluruhan kategori tetap
dipertahankan - sebagai fakta nominal dan jélinan sistem
katagorialnya masing-masing tanpd direduksi ke dalam ukuran-

ukuran.

7. Sistimatika Penulisan.

Sistimatika yang dipergunakan oleh penulis disesuaikan
dengan sistimatika penulisan tesis yaitu terdiri dari :
BabI berisi pendahuluan yang menguraikan tentang kehidupan "
masyarakat yang berkembang sangat peszft disertai dengan
berkembangnya masalah-masalah 'sosfal. Perkembangan aspek
kehidupan ini berkaitan erat dengan: struktur dari kehidupan
masyarakat itu sendiri yang melalui suatu proses dan pembangunan
hukuﬁ, bertujuan- untuk imewujudkén serta menciptakan keadilan
yang selaras dan sepandan dengan kehendak masyarakatnya.
Dalam Bab II berisi kajian kepustakaan yang mengetengahkan

perspektif dari bantuan hukum dalam kenyataan hidup yaitu sekedar
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untuk_.__rr'lqmberikan suatu uraian deskriptif dari bantuan hukum
tersebut terutama menjelaskan arti bantuan hukum, politik hukum,
tungsi dan tujuannya, sekitar peraturan yang ada tentang bantuan

hukum, politik hukum dan bantuan hukum di Indonesia selanjtnya

hasil penelitian dan anélisisnya yang menguraikan tentang hasil-

hasil penelitian dan analisisnya tertuang dalam Bab I akhirmnya

dalam BabIV berisi Kesimpulan dan Saran.
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BAB 1I

'TINJAUAN KEPUSTAKAAN BANTUAN HUKUM DALAM
- PERATURAN-PERATURAN
YANG BERKENAAN DENGANNYA

£

Tujuan mengetengahkan -perspektif dari bantuan hukum dalam

. f ; ' .
kenyataan hidup, adalah sekedar untuk memberikan suatu uraian deskriptif
dari bantuan hukum tersebut terntama menjelaskan arti- bantnan hukum,

fungsi dan tujuannya, sekitar peratin*an yang ada tentang bantuan hukum,

_ p011t1k hukum dan bantua.n hukum di Indonesia dan akhirnya adalah Juga.

’ beberdpa hasﬂ penclltlan tentang bantuan hukum tersebut yang pernah
dilakukan. _

Dengan demikian pokok-pokok uraian tersebut akan memberikan. suatu
pancaran'téntang hakekat, dimensi dan perkembangan bantuan hukum yang

ada dewasa ini.

A. Pengeftian Umum Bantuan Hukum.

Bantuan hukum pada hakekatnya merupakan pekerjaan yang

bersifat profesional, ini berarti bahwa untuk melakukan pekerjaan
bantuan hukum diperlukan suatu pendidikan khusus dan keahlian

khusus.

1. Yang Dimaksud Dengan Bantuan Hukum
Bantuan hukum secara sederhana di Indonesia diartikan

sebagai bantuan terhadap seorang yang membutubkan pertolongan

dan meniperéayakan untuk diurus dalam perkara sipil maupun
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perkara kriminal: Bahwa kemudian didalam praktek istilah bantuan
hukum ini telah dipergunakan sebagai terjemaahan dari dua istilah

Inggris baik Legal Aid maupun Legal Assistance.®

Pengertlan bantuan hukum dalam arti semplt yaitu pemberian jasa-

_]&S& di bldang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu :

perkara secara cuma-cuma dan khusus bagi orang yang tidak mampu,

‘dan -Legal Assistance yaitu bantuan hukum oleh p'ara Advokat

dengan membayar honorarium lepada Advokat tersebut oleh orang

yang mmta bantuan tersebut. Berbagai pendapat tentang bantuan
hukum baik dalam arti yang sempit, luas, baik dalam arti bantuan
hukum adalah pemberian bantuan hukum pada si Miskin tanpa
meémungut honorarium, maupun bantuan hukum dengan memungut
honoratium atau baik dalam arti legal aid, legal assistance maupun
ada kalanya dipergunakan istilah /egal service (pelayanan hukum),
telah dikemukakan dalam berbagai rumusan, dimana rumusan
tersebut antara lain dari Roberto Concei)tion (1977 : 5) pada Law
Asfa mengemukakan Legal aid is the exﬁression commonly used to
refer to any from of legal service offeren or rendered. It may consist
of information impratefi or opinion given on the rights, duties and
responsibilities of a pc;rly under the law, in respect of particular
situation, dispute, litigation or proceeding which may be judicial
qua judisial administrative or other wise. It may also embrace the
counselling or giving of advice on Ihe.szeps or measures that may or

should be raken to enforce or protebt, those right, to comply with

15

Roberto Consepcio ‘a‘surve'y of some legal aid schemes in Asia and Western Pasific paper Law
Asia Conference Seoul 1977
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said duties- and to meet, allay or avoid the afterementioned

-respons:blhtzes

Pengertlan dan rumusan - tersebut diatas haruslah
d1kesampmgkan dan dltmggalkan -karena bantuan hukum untuk
Irldonesia tennuiya terpengaruh oleh budaya Indonesia dan akibatnya
bereiri watak Indonesia sendiri. Untuk ini patutlah dlkutlp beberapa»
pemlklran atau pengertlan tentang bantuan hukum’ yang ludup d1

bum1 Persada Indonesia dan dalam kesempatan ini akan dicoba

- melengkapx uraian tersebut dengan - dua konsep pemikiran tentang '

bantuan hukum

Seininar pembinaan profesi hukum.?’

1. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh BPHN tahun 1977
dinyatakan bahwa pengertian bantuan hukum terdiri dari bantuan
hukum -dalam Pengadilan dan bantuan hukum di luar Pengadilan.
Pemberian bantuan hukum di dalam Pengadilan menimbulkan
masalah verplighte procureursfélli{ig ya.rig berarti hak dan
kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum, Hak untuk
mendapatkan bantuan hukum tersebut dilayani sebagai berikut:

1. Mewajibkan Pengadilan untuk menunjuk secara langsung atau
melalui orggmisasi profesi hukum advokat untuk mendampingi
7 meﬁakili setiap orang yang befurusan dimuka Pengadilan.

2. ‘Mewajibkan seseorang dari kalangan profesi hukum untuk

memberi bantuan hukum tersebut diatas.

26 ¥ .
Ibid.
7" Seminar Pembinaan Profesi Hukum, BPHN, Bina Cipta, Bandung, 1977
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2. Dalam Rancangan Undang-undang bantuan hukuin dinyatakan :
“‘Bantilan hukum ialah jasa memberi naschaf hukum diluar
-Pcngadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari
| seseorang yang tersangkut dalam.perkara pidana maupun sebagai
kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha Negara dimuka
Pengadilan «?8 |

Sekalipun terdapat beranecka macam perumusan dan
pengertian tentang bantuan hukum, akan tetapi kesemuanya dapat
diketemukan, bahwa bantuan hukum itu merupakan hak subjek

- hukum yang ‘harus dihormati- yang erat berhubungan dengan
semua. aspek kehidupan khususnya dalam menegakkan hukum

dan mencapai keadilan akan lebih sederhana lagi yaitu

mempertahankan hak asasi manusia dalam Negara yang beradab.

2. Fungsi dan Tujuan dari Bantuan Hukum

Adalah sangat menarik dalam mencapai suatu gambaran
tenténg fungsi dan tujuan dari bantuan hukum, memperhatikan suatu
penelitian yang dilakukan oleh Cépﬁelleti yang mengemukakan,
bahwa program bantuan hukum kepada :si Misk}in telah dimulai sejak
jaman Romawi. Dari- penelitian tersebut ternyata bahwa tiap jaman
memﬁﬁnyai artl dan tujuan yang erat hubungannya dengan nilai-nilai
moral, pandangan politik dan filsafat hukum yang berlaku,??
'P;dapat -Buyung Nasution tersebut dengan mengutip penelitian
Cappelleti ini hanyalah dalam persoalan bantuan hukum bagi

mas_yarakat miskin,

# Singomangkoto, Jamaludin Dt, Laporan dan Perjelasan mengenai rancangan UU tentang
Pemberian bantuan hukum dalam majalah bantuan hukum keadilan No. 15 tahun VIII 1980.
** Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, 1982, LP3ES Jakarta, hal. 4.
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~ Penulis berpendapat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ‘No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :
“Setiap orang.yang tersangkut 'per_kara‘berhak memperoleh bantuan
hukum | | : .

‘Maka _]elaslah bantuan hukum di Indonesia memberikan suatu
fungsi dan tujuan dari bantuan hukum sebagai suatu pelayanan
kepada setiap subjek hukum yang memerlukannya, dalam rangka
peningkatan . kesadaran  hukum  dan perlindungan  atau
terselenggaranya keadilan berdasarkan falsafah pandangan hidup
bangsa Indonesia Pancasila. Sehingga tampaklah, bahwa fungsi dan
tujuan bantuan hukum adalah cukup berat. Adapun cukup berat dan
cukup gawat ini justru menyangkut landasan proses pendidikan
kukum (legal education), karena disini diminta suatu jawaban
tentang bagaimana dapat menumbuhkan suatu kesadaran hukum
(legal -conciousness), agar masyarakat dapat mengerti peranan
pentingnya bantuan hukum serta mengerti hak-hak dan kewajiban
manusia- merdeka itu. Karena itu penulis sependapat dengan uraian

Adnan Buyung Nasution®

bahwa legal assistance dan access to
Justice merupakan suatu masalah yang sulit dan kompleks sekali,
seakan-akan “merupakan satu lingkarén setan yang tidak ada
akhirnya.

Politik hukum, termasuk di dalamnya pengembangan lega/
assistance, yang tidak memihak kepada kepentingan dan kebutuhan

rakyat - banyak adalah disebabkan oleh bukan éaja keadaan ekonomi,

3 Op. Cit. h.a].. 47.




26

| keadaan pend1d1kan keadaan p011t1k bahka.n juga pada dasarnya oleh
“watak. kultur N
Irama d,an derap langkah pembanglinan nasional semakin meningkat
dari tahun ke tahun. Mengikuti derap. langkah pembangunan yang
| nyata-nyata sedang laju berjalan ini, menarik kaitan erat bagian
sektoral fungsi dan peranan bantuan hukum juga.
Kemudian bagaimana fungsi dan tujuan bantuan hukum itu akan
berkembang di Indonesia, disini diletakkan pada sikap dari bangsa
'fndonesia sendiri, karena sikap ini akan mewarnai fungsi dan tujuan
bantuan hukum.
Perlu pula dapat dipahami bahwa nilai-nilai yang hidup merupakan
nilai ciri watak kepribadian bangsa; mérupakan cakrawalanya dalam
perwujudan dari fungsi dan tujuan baniman hukum, khususnya untuk
Indonesia. Secara ‘mudah dan sederhana diketengahkan sebagai
perwujudan bantumi hukum yang nyata dan dapat dijadikan tempat
berteduh dari suatu bangsa yang mendambakan suatu keadilan dalam

mempertahankan Hak Asasi Manusia.

" B. Sekitar Peraturan Perundang-undangan Bantuan Hukum di Indonesia.

Di dalam hal ini akan dikemukakan secara deskriptif tentang
perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum.
Tinjauan dari uraian tersebut sekedar: nienyajikan landasan-landasan

hukum dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia.

1. Reglement op de rechtelijke organisatié en het beleid der justitie in
I_ndc')ncsia S. 1847 No. 23 iO'ST 1948 No-. 57
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Reglement tefsebut terkénal dalam prfaktek dengan singkataﬁ R.O.
Reglement ini jaman Hindia Belanda dulu mengatur dasar-dasar
peradilan, susunan dan kekuasaan badan-badan peradllan

Mengenai dan yang menyangkut soal bantuan hukum diatur oleh.R.O
dalam Hoofdstuk VI dari Pasal 185 sampa1 dengan 192 dengan Judul
Van Advocaten en Procureurs. !

Kemudian mengenai pakaian yang harus dipakai oleh para Advokat
yaitu berupa toga hitam, diatur dalam.Bepalingen Betreffenden Het
kostuum der rechterlijke Ambtenaren en dat der Advocaten,

Procereurs en Deurwaarders. S. 1948 No. 8 jo S. 1849 No. 46.

Regeling van de ﬁijstand en de vertegenwoordiging van partij en in
de Bug'erlijke zaken voor Landraden S.1927 - 496

Peraturan ini mengatur perihal wewenang mewakili client yang pada
galibxiya adaIah sama dengan kewenaﬂgan seorang advokat maupun

procereur didalam hukum acara rapat.

Di dalam peraturan ini diatur pula masalah biaya atau honorarium

| seorang kuasa.

Bahwa ‘peraturan tentang bantuan hukum in1 adalah tentang

- perwakilan para pihak dalam perkara dan pada prmsipnya mengatur

bagaimana masalah bantuan hukum dan orang-orang yang diberi
kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa di muka Pengadilan

saat itu-dalam perkara perdata.

Dikeluarkannya peraturan ini menurut Abdurrachman®' dimaksudkan

untuk menanggulangi para pengacara dan pokrol, serta dimaksudkan

Abdurrachnmn, Aspek—Aspek Bantuan Hukum di Indonesna, 1983, Cendana Press Jakarta, hal

.32
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untuk mengatur penanganan perkara perdata di muka Pengadilan

Negeri, sebab dalam perkara pidana jarang sekali ada pokrol-pokrol.

. HILR (Herzicﬁe Indonesisch Regelmen S, 1941 - 44).

Di dalam reglement ini cukup jelas, teiltang perlu adanya bantuan
hukum, seperti tercantum dalam Pasal 254, dimana disebutkan
bahwa hak pada setiap orang yang diitlakwa melakukan peristiwa
pidana untuk memperoleh bantuan hukum. Kemudian juga dalam
Pasal 83 ayat (6) dan Pasal 250 ayat (5), disebutkan bahwa dalam
perkara pidana dimana - ters_aﬁgka atéu terdakwa diancam pidana

mati, seyogyanya ia didampingi seorang pembela.

. UU No. 14 tahun 1970 dan UU No. 8 tahun 1981.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 adalah mengenai Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman L.N 1970 No. 75. Undang-undang ini
memberikan dasar utama dari kehidupar Peradilan di Indonesia.

Dalam undang-undang ini tentang dan S/ang mengatur soal bantuan

- hukum, cukup jelas diatur dalam Pasal 35, 36, 37 dan 38, adapun

isinya sebagai berikut:

Pasal 35 : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak
o memperoleh bantuan hukum,

Pasal36' : Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak
saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak
“menghubungi dan meminta bantuan Penasehat Hukum.

Pasal 37 : Dalam memberi bantuan hukum tersebut pada Pasal 36
' diatas, penasehat hukuni membantu melancarkan
penyelesaian perkara dengan ‘menjunjung tinggi

Pancasila, hukum dan keadilan.
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Pasal 38 : Ketentuan-ketentuan dal!am Pasal 35, 36 dan 37
g tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Undang-
- Undang.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tersebut oleh Oemar Senoadji

dijelaskan sebagai berikut 32

“la mengandung prinsip-prinsip yang kelak kemudian
memerlukan pelaksanaannya dalam perundang-undangan lain.
Ia memberikan pengarahan untok hukum acara. Hukum acara
pidana khususnya kelak, sedang dalam pengarahan tersebut
kadang-kadang ia sudah memberikan dasar-dasarnya yang kelak

harus mendapat uitwerking, tidak dapat diubah lagi ataupun ia

memerlukan sekedar sesnatu pelaksanaan belaka. Akan tetapi,
bagaimanapun juga pengarahan khususnya dalam hukum acara

- pidana yang akan datang telah menumukkan gambarannya
dikemudian hari, ia mengandung prinsip-prinsip yang sesuai
dengan rule of law .dalam hubungannya dengan Hukum Acara
Pidana®,

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dikenal dalam
praktek dengan sebutan KUHAP tentang bantuan hukum itu secara
tegas daﬁ konkrit diatur dalam Bab VII dan Pasal 69 sampai dengan
" Pasal 74, yang intinya sebagai beriklﬁdt D
‘1. Penasehat hukum - berhak maﬂghuiaungi .fcrsangka sejak saat

ditangkap atau-ditahan-ﬁada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69

KUHAP)

2. Penasehat hukum berhak menghubungi dan berblcara dengan
tersangka pada setlap tmgkat. pemeriksaan dan setiap waktu untuk
"kepentingan pembelanya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP).

2 Oemar Senoadji, Hukum Acaraa Pidana dalany Prospeksi, 1983, Erlangga, Jakarta hal 247.
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3. Penasehat hukum dapat minta furunan berita acara pemeriksaan,

surat dakwaan dan putusan Hakim (Paisal 72 KUHAP dan

penjelasannya).

. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari

tersangka (Pasal 73 KUHAP).

. Penaschat hukum berhak mengikuti jalannya pemeriksaan yang

- dilakukan oleh penyidik te'rhadap-élientnya, dengan melihat dan

mcﬁdengarkannya sendiri, pada tindak pidana yang bukan

termasuk tindak pidana terhadap Keamanan Negara. Apabila

-tindak pidana itu termasuk tindak pidana terhadap Keamanan

Negara, maka penasehathtikum hanya dapat hadir dengan cara
melihat tanpa mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh

penyidik terhadap tersangka (Pasal 115 KUHAP).

. Penaschat hukum dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri

setempat untuk diadakan Pra Peradilan guna memperoleh putusan
apakah penahanan terhadap tersangka sah. atau tidak (Pasal 124
KUHAP). |

. Penasehat hukum berhak mengajuk‘a,n keberatan tentang hal tidak

berwenangnya Pengadilan memeriksa perkara terdakwa (Pasal

156 ayat (1) KUHAP).

: ..Penasehat hukum karena pekerjaan, harkat martabat atau
: Jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, maka ia dapat minta

| ‘dibebaskan dari kewajlban untuk memberi keterangan sebagai

saksi dalam perkara seorang terdakwa yang mempercayakan

‘perkaranya pada penasehat tersebut (Pasal 170 ayat (1) KUHAP).
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Disamping hak tersebut, ada juga pembatasan kebebasan yang dapat
tetjadi terhadap diri pehasehat hukum baik pada masalah
menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa maupun

dalam mengirim dan menerima surat dengan tersangka atau terdakwa

1. Penasehat hukum éebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak
menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat
pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan
perkaranya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP).

2. Jika terdapat bukti bahwa penasehat hukum tersebut
menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka
maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut
umum atau petugas lembaga pemasﬁfarakatan memberi peringatan
}_cepada penasehat hukum (Pasal 70 ayat (2) KUHAP).

3. "Apabila peringatan tersebut tidak diinda]ﬁkan, maka hubungan
| tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut diatas (Pasal 70 ayat
(3) KUHAP). |

4. Al_l)ébila setelah - diawasi, haknya masih disalahgunakén, maka
hubmgaﬁ, tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut diatas dan

| apabila . setelah itu tetap ‘dilangga: maka hubungan selanjutnya
dilarang (Pasal 70 aya;t (4) KUHAP).

Pembatasan kebebasan terhadap ﬁenasehat hukum tersebut

sebagaimana diuraikan diatas berakhir apabila perkara telah

dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri untuk
disidangkan (pasal 74 KUHAP).. Baﬁwa didalam urailan tentang

bantuna hukum ber’ulang dipergunakan kata “ penasehat hukum .
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Apa yang dimaksudkan dengan penasehat hukum itu telah dipertegas

daam Pasal 1 ayat (13) KUHAP yang memberi patokan sebagai

berikut :

“ Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang

ditentukan oleh atau berdasar Undang-undang untuk memberi -

bantuan hukum “,

Undaﬁg-.undang yang baru yang mengatur- tentang Penasehat Hukum

ini-hingga kini belum ada, sampai saat ini baru merupakan RUU

tentang b_antlién-hukum untuk dibahas di DPR R.I.
Didalam RUU dalam Pasal 1 telah dicantumkan hal sebagai berikut :

a.

Bantuan hukum oleh jasa pemberi bantuan hukum dengan
bertindak baik sebagai pembelﬁ dari seseorang yang tersangkut
dalam perkara pidana maupun :sebagai lkuasa dalam perkara
perdata atau tata usaha negara di ;nuka Pengadilan.

Pe_mlb._eri. bantuan hukum adalah mereka yang menjalankan
pekerjaan memberi bantuan ‘hukum, baik sebagai ﬁata

pencaharian pokok maupun tidak. .

'Advokat adalah mereka yang bergelar Sarjana Hukum yang

diangkat oleh Menteri Kehakiman, untuk menjalankan pekerjaan

memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian pokok baik di

‘muka maupun diluar Pengadilan.

Pengacara adalah mereka yang bukan Sarjana ‘Hukum yang

diangkat oleh Menteri Kehakiman, untuk ni-‘enjalankan pekerjaan

“memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian pokok, baik

dimuka maupun diluar Pengadilan.
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‘¢. Konsultan hukum adalah mercka'yang didaftar pada Departemen
Kehakiman, untuk memberi nasehat hukum diluar Pengadilan
sebagai mata pencaharian pokok. |

Sebelum RUU tentang bantuan hukum tersebut menjadi suatu

kenyataan yaitu suatu undang-undang, maka dasar tentang bantuan

hukum tersebut diatur. untuk 'Advokat‘ dalam Pasal 186 R.O dan
untuk zaakwaarnemer (pokrol / pengacara dlatur dalam Pasal 1 Stbl.
1927 No.496).

Penasehat - hukum haris mendampingi terdakwa padé sidang

pemeriksaan pcr’ka’ra dimuka Pengadilan adalah hal yang umum.

Didalam KUHAP Pasal 198 ayat _(2) Juga diatur apabila penasehat
hukum berhalangan mendampingi sidangnya terdakwa dalam
demikian maka ia wajib menunjuk penggantinya. Apabila ia tidak
menunjuk penggantinya dan ternyata tidak ada atau juga berhalangan

faka sidang perkara berjalan terus.

Dari uraian peraturan perundang-undangan diatas maka dari
i)eramran perundang-undangan tentang bantuan hukum itu pada
intinya adalah baptuan hukum itu merupakan hak subyek hukum
yang . harus dihormati yang erat kaitannya dengan semua aspek
kehidupan khususnya dalam menegakkan hukum dan mencapai
‘-k'-eé'di‘lan atan Iebih sederhana lagi ‘dikatakan mempertahankan hak

- .asasi manusia dalam negara yang beradab.

C. P011t1k Hukum dan bantuan Hukum di Imdonesui

Dalam kesempatan yang terdahulu, telah dipaparkan secara garis

besar tentang perkembangan aturan Undang-undang bantuan hukum
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yang berlaku di indonesia. Dengan ‘memperhatika'n berbagai aturan dan
- perkembangannya dari bantuan hukum tersebut, maka tampaklah bahwa
proses pcmbent_ukaﬁ hukum dalam hal ini tentang bantuan hukum, telah
mempunyai - suatu watak politik, ‘Watak politik ini secara konkrit
memer;uhi dalam cara yang berbeda-beda sesuai dengan beragam

p1k1ran mengenai hukum yang dianut oleh aliran politik saat itu.

Jika memperhatikan hukum dalam alam liberalisme abad ke 19
maka tampak suatu hidup pemikiran bahwa para warga negara harus
‘mendapatkan atau hargs dilindungi ter‘hadép negara, karenanya dalam
alam liberalisme lahirlah sejumlah hak dan kebebasan dasar manusia
“kepada para warga negara dan sekaligus tampak pada alam liberalisme
tersebut l_(gk_uasa_an negara dibatasi, |

Dalam abad ke 19 yaitu pada pertengahan abad tersebut, lahirlah
ide sosialis yang didukung oleh para proletar yang lahir karena revolusi
industri. Ide sosialisme ini justru mempergunakan hukum sebagai alat
untuk memperkuat kedudukan - rakyat, buruh dan pula berusaha
melinduﬁgi ‘.rakyat dari pemerasan ekonomi oleh kelompok warga.
Sehingga tampak bahwa idee sosialis terseli)ut tujuan semula
mengusahakan perubahan sosial melalui hukum berdasarkan
_peftimbangan,yang strategis dan perombakan- tersebut juga dijalankan
.niele'Wati revolusi d‘en’gaﬁ jiwa yang revolusioner agar penindasan dan
pemerasan terhadap kaum pekerja dapat. diakhiri.

Bahwa dari kedua contoh yang cukup bertolak belakang tersebut
dapatlah dipahami' bahwa aliran politik - sangat menentukan dalam

memeberikan warna dalam hukum yang sedang berlaku saat ini.
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‘Bantuan hukum merupakan suatu kebutuhan praktek dalam proses

peradil‘an" dan keadaan ini berkaitan cfat dengan -legal culture (budaya,

umum),
Bahwa legal culture sangat berperanan dan mewarnai gaya dan cara
bantuan hukum itu.

Penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program

bantuan hukum kepada si Miskin telah dimulai sejak jaman Romawi,

-arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada si Miskin erat

hubungannya -dengan - nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafat

l,hukum yang berlaku.”

Karena etika atau kesusilaan ini mengarahkan menusia agar menjadi
sempurna, ia tidak mengindahkan kepada suatu tindakan dan tingkah
laku, akan tetapi lebih jauh dari itu yaitu agar mengindahkan sikap batin

manusia yang menimbulkan perbuatan dan tingkah laku manusia itu.

‘Sehingga tampak jelas baik etika dan khususnya suatu kode etik

menghendaki' kehendak batiniah yang -béik. Ia tidak puas dengan

| p'erbuatan lahiriah belaka. Etika yang timbul adalah dari kekuatan batin

manusia yang bersumber dari hati nurani yang luhur dan bermoral. |

Karenanya suatu paksaan dari luar atau een dwingendekracht tidak

‘dapat hidup menyatu dengan etika yang lahir dari suatu hati nurani.

Ini memberikan kesan bahwa kekuasaan etika adalah otonoom dan
selalu mengehendaki sikap manusia yang berbudi luhur, bermoral dan
takwé‘kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka jelaslah unsur pada etika

yaitu nilai, norma dan situasi.

¥ Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES Jakarta, 1982.




" 36

Pendapat tersebut adalah selaras juga dengan pemikiran Sastrosupomo™

- yang mengemukakan :

i

“ Dalam hal berpikir etis, maka ada sed1k1tnya tiga hal yang
selalu harus kita perhatikan, Tiga hal itu dapat kita sebut sebagai
unsur-unsur dalam etika, dalam menggunakan salah satu unsur

- dari antaranya. Namun demikian ketiga unsur tersebut blasanya
selalu terdapat dalam pemikiran yang sistematis mengenai etika.
Ketiga hal tersebut adalah :

1) Nilai.
Nilai biasanya merupakan sesuatu yang dianggap paling
- penting atau yang patut dikejar. Nilai juga biasa disamakan
dengan sesuatu yang dicita-citakan, yang ideal, yang oleh
karenanya - diusahakan atau dihargai. Pokoknya, suatu nilai
merupakan tujuan atau sasaran.

2) Norma

- Norma merupakan suatu peraturan yang membatasi kebebasan
atan gerak manusia. Norma juga pada umumnya bersifat
larangan. Tetapi disamping itu dapat pula diartikan sebagai
patokan, dasar ataupun ukuran.

~3) Situasi.
Istilah ini barangkali sudah jelas dan tidak perlu penjelasan
lagi, namun baik juga disebut bahwa situasi itu jaringan
~ hubungan-hubungan antara orang yang terlihat satu dengan
yang lain dalam suatu peristiwa atau usaha dan kegiatan
tertentu. Ikatan antara mereka selalu mengandung unsur-unsur
moral (tanggung jawab, kewibawaan, ketaatan, hutang budi
~ dan lam—lam) yang timbul dalam tiap hubungan antar
manusia.’

~Oleh  karena bantuan hukum itu merupakan suatu pekerjaan

kemanusiaan, maka 'Ihqlelgatlah padanya atau terikatlah orang yang

berkecimpung dalam profesi ‘bantuan hukum pada suatu kode etik

" pekerjaan yang lazim dikenal dengan etik dan profesi.

4n

ast.rosupomo Etlka Sébuah Pengantar 1985, Alumni Bandung, hal, 22 - 24.
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Dengan pancaran tilai, norma dan situasi ini maka sikap batin manusia
selaku diingatkan untuk berbuat luhur dalam menegakkan hukum dan

keadilan.

Sebagéima‘na telah dikemukakan ;diatas, sekalipun terdapat
beraneka macam perumusan dén-pengertfan téntang bantuan hukum,
I,akan- tetapi pada.intinya adalah bahwa bantuan hukum itu merupakan
hak subjek hukum yang harus dihormati yang erat terkait dengan semua
. aspek kehiduﬁan, khusﬁénya dalam menegakkan hukum dan mencapai
keadilan, atau lebih sederhana lagi dikatakan mempertahankan hak asasi
manusia dalam negara yang beradab.
Sedangkan politik hukum suatu negara pada intinya adalah mewarnai
hukum 'menur'ut nilai yang hidup dan dihar,apkan oleh negara tersebut.
Sedangkan Satjipto Rahardjo® menegaskaﬁ bahwa bidang studi politik
hukum adalah keharusan untuk menentukan pilihan mengenai tujuan
| maﬁpun cara-cara yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu
asas hukum yang cukup asasi dan berbobot dalam rangka penegakan
hukum adalah bantuna hukum. Karena itu dalam KUHAP atau Undang-
. Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lahir atas

landasan falsafah Pancasila, Undang—U;idang Dasar 1945, Tap MPR No.

IV / MPR / 1978 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam' penjelasan Undang-
- Undang No. 8 tahun 1981 tersebut pada bégian penjelasan umum butir

ke3subf:

- 35 Sagjipto Rahardjo, lmu Hukum, 1982, Alumni Bandung, hal. 316.
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“ S.eti_ép orang yang tersangkut perkara wajib “diberi kesempatan
, memi)erol'ehfbanman_ hukum yang semata.-mata:diberikan untuk

| melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya ”;
lDe‘ng‘an: demikia’ﬁ dapat diesimpulkan bahwa ketentuan yang termuat
B dala‘ni GBHN adalah merupakan perumugaﬁ politik Hukum Nasional
'_yaitﬁ‘--méngenai apa yang sebenarnya _diiinginkan oléh negara kita di
~ bidang hukum pada masa mendatang, yang mencakup hukum yang
| bagaimana y_ang dikehendaki, bagaimana' bukum itz harus diterapkan

dan aparatur apa yang akan menumpang pelaksanaannya.

Dalam rangka ini ﬁe‘rlu dilanjutkan usaha-usaha untuk :

1) Peniﬁgkatan dan penyempurnaan pemb_inaan hukum nasional dengan
antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi
hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan
kesadaran hukum dalam masyarakat;&.' . |

2) Menertibkan. badan-badan penegak ilukum7 sesuai fungsi- dan
wewenangnya masing-masing; |

3) Mepingkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum;

4) Membina péanlenggaraan bantian hukum untuk golongan
masyérai(at yang kurang mampu..

| - Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat schihgga menghayati

hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para

pclaksana p‘encgak-‘ hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta

kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945,

a. Mengusahakan terwujudnya Peradilan T;;ta Usaha Negara.
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b D"aliram lisaha Peﬁbangunaﬂ Hukum Nasional perlu ditingkatkan
Iangkah-léngk'ah ‘untuk penyusunan perundang-undangan yang
':menyangkut'hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka
mengamélkah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. |

-Kalau kita . mengatakan bahwa Ketetapan MPR dibidang hukum

‘ merupakan politik hukum negara kita, maka kita tinggal melaksanakan

saja ke dalam kenyataan sehari-hari. D,engan demikian tugas penguasa

~dan masyarakat tidak hanya sekedar penerapan :undang-undang ataﬁ

'pasdl-pa_sal hukum, tetapi lebih dari itu mencakup masalah hukum dalam

hubungannya dehgan 4k‘ehidupan masyarakat luas. Dengan 'perkataan

lain: . r"ShA'u.atu pendekatan kepada asas hukum dan pembinaan negara
hukum yang demokrasi.

Maka adalah wajar, bahwa dalam keterangan pemerintah dihadapan -

‘Rapat Paripurna DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang

Hukum - Acara Pidana tanggal 9 Oktober 1979 telah diketengahkan

- bahwa, pemberian bantuan hukum dalam proses _pidana adalah suatu

prinsip Negafa Hukum yang dalam 'tar_af peme%iksaan pendahuluan

diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan

- pembelaan tersangka terutama -sejak saat dilakukan penangkapan dan

atau pén_ahanan,»berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta minta

.bantu‘an Penasehat ‘Hukum. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan

asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan dapat diikuti

dengan ketentuan, bahwa adalah hak dari seorang yang tersangkut dalam
-.,suatu perkara pidana untuk. dapat mengadakan persiapan bagi .
. pembeladnnyé. Tujuan inilah yang hend;k dicapai oleh Undang-undang

j
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ini dalam menetapkan ketentuan-ketentudn tentang bantuan hukum

" (Menkeh R.I 1979 : 8).%

Dari uraian diatas dan-sekaligus mencari _pengertian tentang bantuan

~ hukum, persoalan etik profesi maka jelaslah bahwa iﬂti pokok

persoalannya 'adala'h. bantuan hukum di Negera Republik Indonesia
éikeﬂal---sebagai Negara Hukum, ini merupakan persoalan yang cukup
vital 'dalam menegakkan hukum dan keadilan, me’mpertahankah Hak
Asasi Manusia dan merupakan tiang-tiang kehidupan dalam cita-cita
Proklamasi 1945. Sekaligus memberikan jawabaﬂ bahwa hal tersebut
diatas merupakan hal-hal yang diharapkan oleh Poltik Hukum Indonesia
dalam lzétitannya dengan bantuan hukum. Jika ditelaah apa yang telah

dikemukakan diatas tersebut maka terlihat ada kaitan yang cukup akurat

antara hukum dan bantuan hukum di satu pihak dan politik di lain pihak.

Dengan démikian dapatlah dipahami, bahwa dalam masyarakat yang

teratur tentunya memiliki suatu fujuan untuk mensejahterakan

warganya. Konseku_ensinya, politik harus merupakan suatu hakekat

| ~untuk mencapai tujuan yang diharapkqn. Karena itu apabila politik

dihubﬁngkan dengan hukum dan bantuan hukum, maka dapat dikatakan

Politik harus berfungsi sebagai garis .kébijaksanaan_ aktivitas harapan

masyarakat;

Untuk memahami politik hukum yang mendasari KUHAP maka

‘perhu diuraikan pokok-pokok landasan KUHAP yang berupa landasan

motivasi, landasan asas dan landasan tujuan ..

hl

‘a. Landasan Motivasi

35

Menteri Kéhakiman. RI, keterangan pemerintah dibadapan DPR RI mengenai Rancangan
quang—Undang Hukum Acara tanggal 9 Oktober 1979,DPR RI, Jakarta. o
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| Da_lam'frédak‘si'dan isi yang terkandung dalam Konsideran dan
fpenj‘elasanb umum KUHAP,terutamﬁﬁ yalng terdapat dalam butir 3,
daggt’ dijabarkan b,eberapa'.landasan yang menjadi motivasi KUHAP
sebagai hﬁkmn-_acara pidana. Landasan motivas:i merupakan kompas
pengarah' bagi aparat ‘penegak hukum dalam penerapan dan
penafsiran rumusan yang tersirat dalam KUHAP, sehingga harus
dipahami dan dipedomani oleh penegak hukum dalam setiap gerak
penegakan hukum secara konkrit,

Landasan motivasi - KUHAP menurut M. Yahya Harahap
meliputi landasan filosofis, landasan operasional dan landasan

konstitusional, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.”’
Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal,
yang memotivasi —aparat penegak hukum mengejar dan
mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegak hukum
dan berusaha mewujudkan keluhuran makna dan hakekat yang -
terkandung dalam jiwa landasan  filosofis tersebut. Dengan
demikian setiap tindak penegakan hukuin, harus sejajar dengan

- cita-cita yang terkandung dan dengan semangat serta keluhur;in
tujuan yang filosofis dimaksud.

Landasan filosofis KUHAP adalah Pancasila dan nilai-

© nilai hak-hak asasi manusia dalam Pancasila tersebut terutama
tércermin' dalam sila Ketuhanan Yang. Maha Esa .dan sila

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

37 M.Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1,1988,Pustaka
" Kartini,Jakarta, hal 16-32.
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Dengan landasan 'sila Ketuhanan Ya.ng" Maha Esa, KUHAP
mengakui, bahwa setiap pejabat aparét penegak hukum maupun
tersangka / terdakwa adalah : |
a.. Sama-sama manusia yang dependefl, kepada Tuhan.

Sama-sama. makhluk manusia yang tergantung kepada

kehendak Tuhan. Semua makhluk manusia tanpa kecuali,

- adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang kelahirannya
dipermukaan bumi semata-mata atas kehendak dan berkat
rakhmat Tuhan, ‘ |

b. Oleh karena .semua manusia hasil ciptaan Tuhan dan
fergan,tung kepada kehendak Tuhan, hal ini mengandung
makna bahwa :

1. tidak,adél perbedaan asas diantara sesama manusia;

2. sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk
mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan
‘martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan;

3. setiap manusia'mempunyai hak kemanusiaan yang harus
dilindungi tanpa kecuali; -

:4. fungsi dan tugas apapun yahg diemban oleh setiap
mdnusia, hanya. semata-mata dalam ruang lingkup

* menunaikan “amanat Tuhan Yang Maha Bsa”. -
-"Darl jiwa yang terkandung dalam sila Ketuhanan ini, cita
penegakan -hukum tlada lain - daripada fungm pengabdian
~melaksanakan amanat Tuhan, dengan cara menempatkan ‘setiap
lﬁfa;nusia, tersangka / -terdakwa~sebagai makhluk manusia hamba

‘Tuhan yang memiliki hak dan marféba’f kemanusiaan yang harus
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d11mdung1 dan juga sebagai manusm yang mempunyal hak dan
-keduduka.n untuk mempertahankan kehormatan hak dan

martabatnya,

'Oleh karena fungsi penegakan hukum yang dipercayakan

kepada aparat penegak hukum berada dalam ruang lingkup
‘melaksanakan amanat Tuhan, mereka harus memiliki keberanian
dan kemampuan menyimak isyarat nilai keadilan yang konsisten

dengan konsepsi nilai keadilan Tuhan untuk mewujudkan dalam

setiap penegakan hukum. Sehingga jarak keadilan yang mereka

~wujudkan, harus dekat sekali dengan konsepsi nilai keadilan
Tuhan. |
Dengan demikian keadilan iyang dicita-citakan oleh
| KUHAP adalah suatu  keadilan yang mempunyai dimensi
pertanggungjawaban : ‘
a. pertgnggungjawaban terhadap hukum,
b pértanggungjawaban terhadap diri dan hari nurani sendiri;
c. pertanggungjawaban terhadap ‘masyarakat, nusa dan bangsa;
d. pertanggungjawaban dlhadapan Tuhan Yang Maha Esa.
Selanjutnya landasan ﬁlosofis KUH_AP yang berkaitan
dengan s11a Kemanusiaan Yang: Adlll dan Beradab tekanannya
dititik beratkan pada cita cara peiéksanaan apérat penegék hukum
tefhadép' 'setiap manusia yang berhadapan‘dengan' mereka. Setiap
manusia, apakah ia tersangka atau terdakwa harus mereka
i)erlakukan‘:
é.' Sebagai manusia yang mempunyai harkat mal_'tabat harga diri.

Mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh
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diperlakukan ses;jka hati. Mereka bukan barang dagangan

- yang dapat diperas dan dieksploitasi untuk memperkaya dan
mencari keuntungan bagi pejaﬁa‘t penegak hukum.

b Mereka harus diperlakukan dengén cara S/ang manusiawi dan

| beradab. Harus diperlakukan dengan cara pendekatan yang

manusiawi. Tersangka dan terdakwa bukan binatang dan -

bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan
'kasar, kejam dan bengis. Mereka .adalah manusia yang harus
diakui dan dihargai :
1. sebagai -.manusia yang mempunyai derajat yang sama

dengan manusia lain atau “equal and dignity”,;

2. mempunyai. hak perlindungan' hukum yang sama dengan
.manusia selebihnya atau “equd! protec"ti.on on the law”,;

3. mempunyai hak yang sama’ dihadapan hukum, serta
perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum atau “equal
before the law and equal. Jjustice under the law”,

Dengan landasan filosofis kcm;a.nus'ia,an yang .dicita-citakan
KUHAP_-.- sesuai dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan

Beradab,- 'diharapkan suatu penegakan hukum yang Iuhur. dan

berbudi. _Landasan ini me'nempatkan?kedudukan aparat penegak

~ hukum. sebagai ";)engendali hukum demi mempertahankan
'perlindunge_m ketertiban masyarakat iaada satu pihak dan pi'hak
lain menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa sebagai
subjek hukum yang berhak mempertahankan derajat martabatnya.
Tersangka“'/ terdakwa bukan sebagai objek ‘pemeriksaan yang

-dapat diperkosa dan diperas pengakuannya.
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2. Landasan Operasional
Landasan operasional penyusunan KUHAP bertitik tolak

‘dari-TAP MPR No. IV / 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan

Negara (GBHN).

| Landasan pokok dalam GBHN tersebut antara lain :

“Pe‘mbahai'uan dan pembinaan hukum diarahkan agar hukum

- mampu memenuhi kebutuhan sesuaii dengan tingkat kemajuan
pembangunan di segala bidang,r sehingga dapatlah diciptakan
ketertiban dan kepastian hukum dan :memperlancar pelaksanaan
pembangunan”. |

Dalam rangkéian ini, TAP tersebut menyuruh melanjutkan
usaha untuk :

a. Péningkata‘n dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional,
antara lain dengan pembaharuan hukum positif dengan jalan
melakukan kodifikasi; o

b. Setiap usaha kodifikasi hukum harus memperhatikan :

' 1.. Kodifikasi hykum. yang barli, harus menampung kesadaran
hukum yang Iﬁdup dalam niasyarakat (the living law).

2. Pembaharuan kodifikasi hukum harus bersifat unifikasi.
Wawasan pembaharuan hukum nasional adalah meliputi
'wawas_an nusantara, yang berarti seluruh kepulauan
Indonesia harus berada dalalﬁ satu kesatuan hukum
ﬁasional dan mengabdi kepada kepentingan nasional.
Tidak boleh ada perbedaan dan pengkotakkan hukum
karena perbedaan daersh, agamé, suku, golongan, kelamin

dan aliran.
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3. Kodifikasi hukum harus dapat menertibkan badan penegak
hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang mereka. Suatu
pembaharuan hukum yang tak mampu lebih menertibkan
aparatur penegak hukum, berarti pembaharuan itu sendiﬁ
telah mengingkari tujuan dan makna yang terkandung
dldala:mnya

4, Disamping penertiban, pembaharuan hukum ditujukan juga
untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan kewibawaan
aparat penegak hukum,

5. Pembaharuan  hukum Jjuga  termasuk  membina

_pe‘nyelenggaraan bantvan- hukum  untuk golongan
masyarakat yang kurang mampu,

KUHAP secara keseluruhan telah menampung pokok

kesadaran masyarakat yang esensiil, sehingga telah mendekati

landasan yang digariskan TAP MPR No. IV / MPR / 1978

tersebut, hal ini tercermin dari: -

a. .

KUHAP telah memuat asas keseimbangan antara kepentingan
perlindungan hak kemanusiaan tersangka / terdakwa pada satu

segi dan mempertahankan perlindungan  kepentingan

ketertiban masyarakat pada segi yang lain.

KUHAP dengan tegas memberi legalisasi atas beberapa hak
asasi kemanusiaan terhadap tersangka / terdakwa.

Pembafasan penangkapan dan penahanan.

Kedudukan dan hak penasehat hukum.

Praperadilan, gan‘ti rugi dan rehabiiitasi sebgai sarana kontrol

untuk peningkatan profeéional penegakan hukum.
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3. Landasan Konstitusional

Yang dimaksud .landasan konstitusional adalah landasan

yang menjadi sumber dari mana ketentuan kaidah hukum yang

tercantum dalam KUHAP dijabarkan.’

Sumber konstitusional KUHAP yang utama terdapat pada

dua peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Undang-Undang Dasar 1945

- Landasan hukum yang terdapat dalam UUD 1945 antara lain

L.

Pembukaan : Pemerintah Negara melindungi- segenap

Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pasal 27 ayat (1) : Segala warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak

ada kecualinya,

. Penjelasan : Indonesia adalah negara hukum, tidak

berdasarkan kekuasaan,

b Un&ang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No, 14/ 1970.

Landasan hukum yang terdapat dalam uu Pokok Kekuasaan

" Kehakiman No. 14 / 1970, antara lain :

1.

Pasal 4 ayat (1’) : Peradilan dilakukan demi keadilan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan pasal

ini dituangkan kembali dalam Pasal 197 KUHAP sebagai

landasan filosofis.
Pasal 4 ayat: (2) : Peradilan dilakukan dengan cepat,

sederhana dan biaya rmgan Penjabaran pasal ini dalam

'KUHAP antara lain terdapat dalam :
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a. Pasal_SO KUHAP : hak tersangka / terdakwa segera
mendapat pemeriksaan dan persidangan pengadilan.

b. Bab XIII Pasal 98 - 101, tentang Penggabungan Perkara
gugatan ge_mti'kerugian. Ketentuan ini bertujuan untuk
mempercepaf proses dan biaya ringan.

. Pasal 5 ayat (1) :. Pengadﬂan'mengadili menurut hukum

dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pasal 7 : Tidak

- seorang juapun dapat dikenakan. penangkapan, penahanan,

penggeledahan dan penyitaan s'elain‘ atas ‘perintah tertulis

-oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan fmenurut cara-yang

. diatur dengan upda‘ng—uﬂ_dang. ' _ |

Ketentuan kedua . Pasal diatas dalam KUHAP
dijabarkan dalam Bab V dari Pasal 16 s/d 49, tentang

Penangkapan,  Penahanan, Penggeledahan Bad'an,

Pemasukan rumah, pényitaa.n dan Pemeriksaan surat.

. Pasal 8 : Praduga tak bersalah : Seorang yaﬁg disangka,

ditangkap, ditahan,. dituntut dan dihadapkan ke depan

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya
putusan yé_ng menyatakan késa_laha.nnya‘ dan memperoleh

" kekuatan hukum yang tetap. | | |

Pasal ini menjiwai KUHAP ' dalam pemeriksaan
ter_séng’ka dari mulai proses penyidikan, penuntutan dan
sidang di pcnéadilan. Hal ‘ini tertuang dalam Penjelasan

Umum KUHAP butir 3 huruf ¢.

.. Pasal 9 ayat (1) : Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut

| at‘aup‘un':diadili‘ tanpa alasail yang berdasarkan undang-
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undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau
hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian
' dan rehab111tas1
Ketent‘uan pasal ini dijébmkan.oleh KUHAP dalam
Bab XII Pasal 95 - 97 tentang Ganti kerugian. dan
: rehab111tas1
6. Pasal 36 : Seorang tersangka dalam perkara__pidana
terutama séjak saat dilakukan penangkapan dan atau
penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan
| penasehaf hukum.-
Pelaksanaan ketentuan pasal ini dijaba‘rkan oléh
KUHAP dalam bab VII Pasal 69 - 74 tentang Bantuan
Hukum. |
D. _LANDASAN ASAS ATAU PRINSIP KUHAP
Landasan asas atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan
hukum yang. melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum,
Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum inilah yang merupakan pedoman
bagi inétan‘si jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-
pasal KUHAP Sebenarnya bukan hanya kepada aparat penegak hukum .
'saja asas.atau prlns1p ‘hukum- tersebut menjadl patokan atau landasan,
tetapi juga pada setiap anggota masyarakat yang terlibat dan

- berkepentingan atas pelaksanaan tindakan yang menyangkut KUHAP.
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Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam

KUHAP adalah %

1. Asas Legalitas

-' .A,s_as legalitas ini secara tegas disebutkan dalam konsideran
KUHAP, péda huruf a, .yang berbunyi : bahwa Negara Republik
Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta
yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukurm dan pemerintahan dan wajib- menjunjung hukum dan
pemermtahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dengan dlanutnya asas legalitas dalam KUHAP, maka dalam
pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber dan bertitik tolak
pada “Rule of Law”. Sehingga semua; tindakan penegak hukum
harus.: | |

* a. berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang

| b. menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan
-diatas segalanya, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat
Bangsa-yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras
dengan' ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan
keadilan bangsa Indonesia.

Jadi arti “Rule of Law” dan “Supremasi Hukum” yaitu
menguji dan meletakkan setiap tindakan penegak hukum takluk
dibawah keténtuan kosn’titﬁsi, undang-undang dan rasa keadilan yang

hidap ditengah-tengah kesadaran masyarakat,

CBM. Yahya Hamhap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I,Pustaka
Kartini Jakarta,l988

R
[UPT-PUSTAE-URDIP
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Dengan asas legalitas yang -be__rlandaskan “The Rule of Law”
dan “Supremasi Hukum”, jajaran aparat penegak hukum dilarang
bertindak: diluar.‘-k-etcntuan hukum dan bertindak sewenang-wenang.
Sedangka‘n‘ bagi setiap orang, baik sebagai tersangka / terdakwa
mempunyai kedudukan sama derajat dihadapan hukum (equal before
the law) , mempunyai kedudukan perlindungar yang sama oleh
hukum (equal protection-on the law), m:é-ndapatl perlakuan keadilan

yang:sama dibawah hukum (equal justice :under;the law),

. Asas Keseimbangan

 Asas keseimbangan dapat dijumpai dalam konsideran KUHAP
huruf ¢ yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum
harus beﬂandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan

- perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.
Dengan asas keseimbangan ini éparat penegakan hukum dalam

-peiaksanaan tugasnya harus selalu sadar untuk mempertahankan

kepentingan masyarakat (social interest) yang berbarengan pula
dengan tugas dan kewajiban. menjunjung tinggi harkat martabat

manusia dan perlindungan kepentingan individu (human degnity and

 individual protection). Hal ini membawa konsckuensi pada sikap

mental dan pandangan penegak hukum, bahwa ia bukan lagi semata-
mata 'sebagai “instrument of power” (alat kekuasaan), tetapi juga

sebagai “agency of service” (pelayanan).

. Tak Asas Praduga Bersalah 5

Asas praduga tak bersalah atau “presumption of innocent”

~ dapat dijumpai dalam Penjelasan Umum KUHAP butir 3 huruf c.




52

Asas 1ini mempunya;i_ pengertian..bahwa setiap orang yang disangka,

'ditangkap,_ditahé.n, dituntyt dan atau dihadapkan dimuka pengadilan

wajib dianggap."tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan

- yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum

tfetap. .
Asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis

atupundan segi teknis penyidikan dinamakan “ prinsip akusatur ”,

prinsip ini menempatkan.kedudﬁkan tersangka / terdakwa dalam
setiap tingkat pemeriksaan adalah suﬁjekr, bukan sebagai objek
pémeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan

dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat

‘martabat harga diri. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip

akusatur adalah kesalahan dan tindakan yang dilakukan oleh

‘tcrsangka / terdakwa,, sehingga kearah itulah seharusnya

pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP,
maka aparat penegak hukum harus_menjauhkar; diri dari cara-cara
pemelfiksaan yang “ inkuisitur ” yang menempatkan tersangka /
tgfdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai. objek yang dapat
dip_erlé_kuka‘xi dengan-sewenang-wenar_ig. Prinsip inkuisitur ini dulu

dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, karena tidak

memberi hak dan kesempatan yang wajar'bagi tersangka / terdakwa

~ untuk membela diri dan mempertahankan hak"dan kebenarannya.

Sebab sejak semula aparat penegak hukum :

Lo
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a. Sudah apriori ,_mengariggap tersangka / terdakwa bersalah. Seolah-

~ olah fersangka sudah-di vonis sejak saat pertama dia diperiksa di

depan ‘penyidik.
.Tersa‘ngka / terdakwa .dianggap dan dijadikan sebagai objek |

. -pemeriksaan tanpa memperdulikan hak-hak asasi kemanusiaannya

dan hakﬁya-'unﬁlk membela dan mempertahankan martabat serta

kebenaran - yang dimilikinya. Akibatnya sering terjadi dalam

- praktek penegakan hukum, seorang yang benar-benar tidak

bersalah terpaksa menerima nasib sial meringkuk dalam penjara.

4. Asas Pembatasan Penahanan

Penahanan sebagai salah satu-tindakan dalam proses acara

pidana, ményangkut nilai dan makna :

d.

b.

perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan;
menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat
kemanusiaan;

menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri

pribadi atau dengan kata lain bahwa setiap penahanan dengan

-sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara

sebagian hak-hak asasi manusia.

Oleh karena masalah penahanan Ifnerupakan persoalan yang

esensial dengan hak asasi manusia, maka pembuat undang-undang -

telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang

dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi

secara sewenang-wenang, Schingga demi menyelamatkan nilai-nilai

‘dasar hak- asasi manusia dan demi. tegaknya hukum dan keadilan,

maka KUHAPmenetapkan secara liminatif dan terperinci wewenang -
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| penahanan yang boleh dilakukan oléh aparat penegak hukum dalam

-setiap tingkat pemeriksaan. |
Dalam. pemeriksaaﬁ penyidikan penyidik diberi batas waktu
penahanan terhadap tersangka untuk palmg lama 60 hari, dengan

permclan

- 20'hari atas nama dan perintah penyidik sendiri;

- 40 hari atas dasar permintaan perpanjangan kepada penuntut

- umum,
Batas waktu penahanan tersebut tidak boleh disimpangi dan
apabila lewat dari batas waktu tersebut maka tersangka harus

dibebaskan demi hukum,

. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tindakan penegak hukum dalam melakukan upaya paksa
dalam rangka proses acara pidana, apabila ternyata dilakukan tidak

sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku atau bersifat melawan

- hukum, maka bagi seseorang yang terkena tindakan yang demikian,

ia dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atau rehabilitasi kepada
Pengadﬂan

Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkan : Tersangka,
terdakwa' atau terp1dana berhak menuntut ganti kerugian karena

dltangkap, dltahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain,

‘tanpa alasan yang berdasarkan undang—undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

‘Sedangkan yang dimaksud dengan “tindakan lain” yang dapat

_dimjnt_akan -ganti kerugian adalah kerugian yang. ditimbulkan oleh
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‘pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak’ sah

menyruf hukum

5. Asas Penggabungan Pidana dengan Ganti Rugi

- Asas ini merupakan implementasi dari hak korban kejahatan
untuk mengajukan gugatan ganti. kérugian yang diakibatkan oleh
perbuatan' terdakwa, dan gugatan tersebu;t ditujuican kepﬁada terdakwa

bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut.

. Asas Unifikasi _

Asas unifikasi’ dalam hukum acara pidana (KUHAP) berarti
bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku di seluruh
Indonesia. Hal ini. berarti menghapuskan jiwa hukum yang
diskriminatif - yang dimiliki oleh karena acara pidana kolonial
Belanda yaitu HIR dan RBg (Reglement Buitenggewesten), dimana
-~ HIR diberlakukan untuk pendudukan d1 daerah Jawa - Madura, -
sedangkan RBg diberlakukan untuk pendflduk diluar Jawa - Madura.

. Asas Differensiasi Fungsional

| ~ Yang dimaksud dengan differensiasi fungsional adalah
penjelasan dan penegakan pembagian tugas wewenang antara jajaran

aparat pehegak hukum secara instansional. .
Dengan demikian KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan
(clarification) dan modifikasi (modification) fungsi dan- wewenang
‘antara setiap instansi penegak hukum. A'kan tetapi penjernihan dan
pengelOmpok;;.n tersebut, diatur -sle‘demi,kian rupa seliingga tetap
' ‘terbina saling - korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan

~ hukum yang. saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi
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_déngén-" instansi. yang lain, sampai ke taraf  proses pelaksanaan

eksekusi.

Penjernihan dan differensiasi ini terutama diarahkan kepada

penjernihan differensiasi fungsi dan wewenang antara Kepolisian

dan Kejaksaan, dimana dalam KUHAP telah ditentukan bahwa

fungsi penyidikan menjadi tugas dan kewenangan Polri sedang

fungsi penuntutan menjadi tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut

Umum,

Tujuan utama dari asas differensiasi fungsional secara

instansional adalah :

a.

Untuk menghapuskan tindakan proses penyidikan yang saling

tumpang tindih (overlapping) antara Kepolisian dan Kejaksaan,
sehingga tidak terulang lagi proses penyidikan yang bolak-balik
antara kepolisian dan kejaksaan,

Untuk menjamin 'édanya kepastian hukum dalam proses

penyidikan., Dengan differensiasi ini, setiap orang sudah tahu

_ dénga:_n pasti bahwa instansi yang berwenang memeriksanya pada

tingkat penyidikan hanyalah kepolisian.
Untuk menyederhanakan mempercepat proses penyelesaian

perkara. Hal ini untuk mengeféktiﬂ<an tugas-tugas penagakan

‘hukum ke arah yang lebih menunjang prinsip peradilan yang

cepaf, sederhana dan biaya ringan.
Unthk memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural.

Untuk mencapai keseragaman hasil berita acara pemeriksaan.

Sehingga tidak akan dijumpai lagi -adaﬁya dua macam hasil berita
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acara pemeriksaan penyidikan yang saling bertentangan antara

- yang satu-dengan yang lain dalam berkas perkara.

Asas Salihg Koordinasi

Meskipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang

. secara instansional  (differensiasi fungsional) seperti telah

10,

dikemukakan diatas, akan fetapi differensiasi fungsional tersebut
juga-diarahkan untuk terbinanya suatu team apart penegak hukum
yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dan
bekerjasama, sehingga dapat tercapai sistem peradilan pidana yang

terpadu atau “integrated criminal justice system”.

Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini bertujuan untuk menghilangkan proses peradilan

-yang berlarut-larut dan tidak efisien. Asas ini antara lain tercermin

dari :
2. hak tersaﬁgka / terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan
dari penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

b. pembatasan penangkapan dan penahanan.

e pembatasan pelimpahan berkas perka.ra:ban_din:g dan kasasi.

1L

‘Asas Peradilan Terbuka untuk Umum

. Asas«i.ni sering disebut juga dengan asas demokrasi, yang

o memberi: makna yang mengarahkan'tindakan penegakan hukum di

o Indonesia harus dilindungi oleh jiwa persamaan dan keterbukaan.

Dengan landasan persamaan hak dan kedudukan antara tersangka /

' -ter;dakwa dengan aparat penegak hukum. Semua hasil pemeriksaan

yang menyangkut diri dan kesalahan yang disangkakan kepada
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' j_tei‘sangka_ / terdakwa sejak mulai pemeriksaan, penyidikan,
penuntutan dan proses di depan sidang'pengadilan harus terbuka
kepadanya dan juga kepada masyarakat. Hal ini untuk menciptakan

peradilan yang fair atau “fair trial”.

E. LANDASAN TUJUAN KUHAP

‘Landasan tujuan KUHAP adalah landasan yang merupakan
politik hukum yang hendak dituju dan dicapai dalam penegakan hukum
pidana di Indonesia.

Politik hukum dalam pénegakan hukum pidana dapat dijumpai

o péda konsideran KUHAP huruf ¢, yang berbunyi : “bahwa

pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara

~ pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan
untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksanaan penegak hukum

se_sﬁai dengan fungsi dan wewenang masing¥masing, ke arah tegaknya

hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia,

' \.kétertiban dan. kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar.1945”, Dari ur_aian diatas mengenai landasan motivasi,

'Iand.asan asas maupun landasan tujuan maka. dapat dianalisis bahwa

politik hukum yang mendasari KUHAP. sudah diatur sehingga dapat

~ dijadikan pedoman dalam melaksanakan kebijaksanaan aktifitas yang

menjadi haraparn dari masyarakat.
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F. KERANGKA BERPIKIR ROBERT B. SEIDMAN

"'Seidman telah memberikan suatu analisis yang sangat berkaitan
| dengan masyarakatnya, sehingga dengan meminjam kerangka berpikir
Robert B. Seidman ini maka bekerjanya hukum di dalam masyarakat
selalu dikait-kaitkan dengan aspek-aspek-sosiologis. |
.Oleh karena itu Robert B. Seidman di dalam menganalisa bekerjanya
hukum tldak dapat melepaskan diri dari tinjauan-tinjauan aspek-aspek
sos1ologls
. Karena itu -kerangka-.berpikir Robert B. Seidman ini memberikan suatu
referensi- bahwa hukum -m-engatur tingkah laku manusia di dalam
' meﬁggjar dan mencapai serta memenuhi kebutuhan hidup.
| Cara berﬁikir yang cukup praktié dari Seidman ini membawa
pada suatu pengertian bahwa hukum adalah tingkah laku itu
membutuhl%an‘ pelaksanéan hukum. Sedangkan pelaksanaan hukum ini
membawa suatu konsekuensi menurut Seidman bahwa pelaksanaan
hukum ‘diwarnai oleh perilaku manusia itu sendiri |
- Uraian Seldman yang cukup berkesan antara lain adalah bahwa
'ltmdakan yang akan dilakukan oleh warga negara sebagai responsnya
-terhadap- peraturan—peraturan hukum akan tergantung dari isi norma
 hukum itu sendiri, sanksi-sanksinya, akivitas para pelaksanan hukum
serta semua faktor-faktor ekstra yuridis yang bekerja atas dirinya.*”
Untuk kelengkapan uraian ini patutlah bula diketengahkan
‘tentang model bekerjanya hukum didalam i_masyarakat dalam bentuk

bagannya.

-3 Satiipto Rahardjo, Pemanfaatan Imu-Ilmu Sosial bagi Pembangunan Imu Hukum, 1977,
Alymni Bandung, hal. 169,
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Model teori dari Robert B. Seidman ini adalah suatu model

mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat, seperti yang

dibawakan dan diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo®, dalam

desertasinya yang berjudul Hukum dan Perubahan Sosial bagi

fPengembangan Ilinu Hukum.dan.Hukum‘dan Masyarakat, teori Robert
B. Seidman ini diketengahkan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo

sebagai berikut :
Faktor-Faktor

Sosial dan per-
sonal Jainnya

Lembaga &~ 200
Pembuat
Peraturan

Umpan fBaIik Norma Norma \
[} . .
Vo

Lembaga

o
“wee_y| Penerapan  Aktifitas ' > ~.Pemegang
* Peraturan perierapan ‘ Peranan .

4w

l ">~~~ timpan balik- Faktor-faktor -
Faktor-faktor Sosial dan per-
Sosial dan per- sonal lainnya .
sonal lainnya ‘ '

“ Thid, Hukum dan Perubahan Sosial, 1979, Alumni Bandung, hal. 157 - 160.




1)

2)

3)

4y

merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku
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t

'Olehnya bagan itu diuraikan didalam dalil-dalil sebagai berikut :

Setiap peraturan ‘hukum memberitahu tentang bagaimana seorang

pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak.
Bagai_mana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai

suatu respons terhadap peraturan ‘hukum merupakan fungsi

‘p'eraﬁuan-peraturan‘yang ditujukan' kepadanya, sanksi-sanksinya,

aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana, politik dan lain-lainnya
mengenai dirinya. |

Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai

respons . terhadap hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan

hukum’ 'y.ang_‘ ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya,
keselpruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-
lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang
datang dari para pemegang peranan.

Bagaiinanzi para‘ pembuat undang-undang .itu -akan bertindak

mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhéin‘ kompleks kekuatan-

kekuatan sosial, politik, ideologis dan ldin-lainn_ya yang mengenai

diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang

peranan serta birokrasi.

Mengikuti jalan pikiran dari Robert B. Seidman tersebut diatas, yang

”pada' g_aris‘ besarnya tentang 'bekerjanya hukum, terlihatlah bahwa

mekanisme hukum itu bersandar padatiga komponen pendukung atau

berdiri. diatas tiga soko utama yaitu decicion, bureaucracy institution

dan roie occupant.
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Dalam. kenyataan masing-masing komponen tersebut dudalam
periléikunya ditenmkan dleh- ancka pilihan untuk dirinya dan kepada
mana ia-menjatuhkan pilihannya, dan pilihan mana dipengaruhi pula
oleh bekerjanya kekuatan-kekuatan sosial, politik ekonomi dan lain-
lainnya.

Di dal‘dm‘menjlang'kau tentang bantuan hukum dan kaitannya,
maka apéfat penegak hukum termasuk.para pemberi. bantuan hukum
merupakan aparat birokrasti k dan memiliki fungsi sebagai penerap

'-peraturan hukum yang tela,h dibuat oleh decicion maker untuk para
pencarl keadllan |

"Ddlam kaitannya dengan bantuan hukum, mak penegak hukum sebagai
: aparat birokratik berfungsi menerapkan peraturan-peraturan hukum
yang telah dibuat cleh pembuat undang-undang (decicion maker),
- kepada 'par.a‘pe'ncari keadilan. |

Di‘ sini  peranan decicion maker (pembuat undang-undang)
" menggariskan dan. mewajibkan kepada para penegak hukum untuk
mematuhi dan mentaati peraturan undang-undang yang telah dibentuk
dcm dibuatnya serta mewajlbkan kepada para penegak hukum untuk
| menjalankan mekamsme diatas, adalah suatu harapan ideal.

Mekanisme 1dea1 diatas, tidak semdah yang diharapkan ada
kalanya dlpengaruhl oleh faktor Jainnya seperti sosial ekonomi, politik,
pendldlkan dan lam-laumya Faktor ‘tersebut inilah antara lain

'mengaklbatkan pelaksanaan hukum tidak sesuai dengan mekanisme
l‘1dea1 yang dlharapkan

Sehmgga goal deviation law (adanya tujuan hukum) sangat

- -berpgranan dalam masalah kehidupan dan kelancaran bantuan hukum
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Akibat adanya goal deviation law (adanya tujuan hukum) ini akan

selalu menimbulkan problema bahwa role expectation (pengharapan)

tidak sama dengan role preformance (perbuatan).
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BAB 111

HASIL PENELITIANDAN ANALISIS

' -
1
H

Di dalam usaha mengungkapkan dan mencépai !.msil penemuan
data semaksimal mungkin, maka diusahakan ]angkah-}angkah yang
sistematis, logis dan obyektif. ‘Akan tetapi dalam realitanjza tidak jarang
peneliti menjumpai kesulitan di dalam usaha mengumpulkan data
terutama dari para responden. |
Khususnya tentang bantuan hukum ini terdapat kecenderuﬁgan dari
pihak yang diteliti untuk menyembunyikan hal-hal yémg dianggap akan
membahayakan kedudukan jabatannya sehingga para responden secara
tidak sadar telah ikut melakukan bdlocking terhadap kenyataan-kenyataan
yang ada. | | |
Analisis data merupakan pokok dan karenanya harus didahului terlebih
dahulu dengan dikemukakan mengenai macamnya data, dengan maksud
untuk menghindar kemungkinan terjadinya kesimpangsiuran didalam
pengertian maupun analisis.

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan,
maka adalah wajar apabila data-data ini, oleh penulis dibagi ke dalam dua
kategori, yéitu data dokumen dan data non dokumen. '

Data dokumen yaitu data yang diambil dari dokumen—dokumen di
Pengadilan Negeri Salatiga selama dan sepanjang setengah tahun dimulai
pada bulan Januari 1999 sampai dengan bulan September 1999. |
Pengambilan data dokumen dengan menempatkan waktu pa'da bulan
Januari 1999 sampai dengan September 1999, disera;;_ secara

menyeluruh .
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Secara praktis KUHAP berjalan secara penuh terlepas dari kefentuan
peralihan Pasal 284 tersebut pada Pengadilan di Indonesia adalah setelah
2 tahun dari diundangkannya UU No. 8 tahun 1981 - LN 1981 No.76
tersebut.

Kemudian KUHAP masih memerlukan beberapa tafsir yang telah
dituangkan dalam beberapa Surat Edaran baik dari M‘ahkamiah Agung,
Menteri Kehakiman dan petunjuk pelaksanaan. Sehingga dafi pétunjuk
pelaksanaan KUHAP tersebut dapatlah diserap pengertian bahwa secara
praktis KUHAP tersebut berjalan dalam forumnya setelah tahun 1985 ke
atas. Berdasarkan alasan fersebut diatas ‘maka untuk data: dokumen

diambil sekitar Januari 1999 sampai dengan September 1999.

Data non dokumen ini diperoleh dari hasil wawancara dan

observasi. Data ini diperlukan untuk mengetahui tentang perilaku-
perilaku yang terjadi di Pengadilan Negeri Salatiga atau secafa tepat di
wilayah Pengadilan Negeri Salatiga. Tentang data non dokumen ini
diharapkan dapat untuk melengkapi suatu gambaran 1n¢ngenai bekerjanya
hukum di dalam masyarakat dan khususnya tentang bantuan hukum
dalam KUHAP.

Dalam kehidupan manusia sehari-hari selalu dan setiap saat
manusia dihadapkan dalam suatu kenyataan untuk mengamati sesuatu
maké dapatiah dimengerti, bahwa terbiasalah manusia melakukan
pengamatan terhadap sesamanya. Mengenai observasi ini_ Soerjono
Soekanto®' menulis, bahwa didalam melakukan kegiataﬁ ilmiah seperti
penelitian pengamatan atau observasi merupakan salah se:ttu ‘sarana

pengumpulan data yang tertua, apabila dilthat dari sudut sejarahnya. -

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 1982, UI, Jakarta, hal. 206.
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Bahwa karena pengamat terlibat langsung dalam penelitian ini,
maka sisi yang paling ideal dalam observasi ini akan diarahkan oleh
pengamat pada type observasi yang partisipan, hal ini karelna peneliti
sendiri terlibat dah merupakan bagian dari konteks sosial y;ing sedang
diamati tersebut. Keuntungan dari dipergunakan observasi yang
participant ini adalah kehadiran pengamat tidak merusak situasi sosial-
sosial yang ada. |

Wawancara merupakan suatu bentuk hubungan antara dua pihak
yang mengendalikan diri pada pertanyaan-pertanyaan. Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa wawancara sebagai alat pengumpul data
memberikan banyak harapan akan dapat memberikan input untuk
mengungkap pelbagai aspek yang diharapkannya.

Pelbagai jenis wawancara dalam penelitian bisa dipergunakan misainya
wawancara tidak berarah, wawancara terarah, wawancara berfokus,
wawancara yang diulang dan sebagainya. |

Akan tetapi dalam kenyataan ini akan hanya dipergunakan wawancara
tidak terarah (nonm directive interview) karena dengan mempergunakan
tipe wawancara non directive interview wawancara _;_berstruktur,
pewawancara tidak memberikan pengafah yang tajam, akan t}etapi secara
mudah semuanya diserahkan menurut kemauannya masing-masing,

sehingga dengan tipe ini mempermudah hubungan dan ngkendapatkan

kebebasan berdialog dan keadaan sebenarnya mudah tergali, karena pada

wawancara tipe ini spontanitas lahir secara mudah.




A.

&7

DATA DOKUMEN

Data dokumen, dalam penelitian ini hanya dipergunakan guna
mendukung kebenaran dan menvingkap tentang bantuan hukum
dalam KUHAP dalam kenyataan dewasa ini.

Berdasarkan penelitian dalam dokumen-dokumen berkas
perkara dan register pada Pengadilan Negeri Salatiga diantara bulan
Janvari fanggal muda 1999 sampai dengan bulan akhir September
1999,‘ perkara vang termasuk dalam acara pemeriksaan biasa
scbanyak 75 perkara, acara pemeriksaan singkat sebanyak 15 perkara
dari 90 perkara yang masuk 90 perkara dikenakan ancaman pidana
mati atau pidana iima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak
mampu diancam pidana 3 tahun atau lebih (pasal 156 ayat 1
KUHAP) sedéngkan selain dari pasal 56 ayat] KUHAP sebanyak 5
perkara, dan - junilah tersangkasterdakwanya sebanyak 935 tersangka /

terdakwa,

Dari 95 (sembilan puluh lima) tersangka / terdakwa ini, dapat '

dipahami dengan melihat tabel tentang beberapa yang ada penaschat
hukumnva, mendapatkan bantuan hukum dan berapa jumlah yang
tidak didampingi oleh penasehat hukum. Untuk memberikan
gambaran sederhana data. tersebut dipaparkan’ dalam bentuk tabel,
yang memual selurih populasi tersangka yang pernah disidangkan di
Pengaditan Negeri Salatiga. |

Penelitian data dokumen vang diambil dari  dokumen-
dokumen di Pengadilan Negeri Salatiga selama dan sepanjang

3 : [ H S [ B T T N YT
setengah tahun, dimulai pada Januari 1999 dan beraxhir September
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1999 dihimpun dalam 2 (dua) tabel, tabel pertama adalah tentang
proporsi pemakaian bantuan hukum di kalangan responden dan tabel
yang kedua adalah tentang hubungan antara tingkat ipend‘idikan

dengan penggunaan bantuan hukum di kalangan responden.

Tabel T : Proporsi pemakaian bantuan hukum.

Jumiah Prosentase
Bantuan Hukum 10 10,5 %
Non Bantuan Hukum 85 89,5 %
Jumiah 95 100%

Dari tabel diatas nampak sebagian besar (89,5 %) responden tidak

menggunakan bantuan hukum.

Dari jumlah perkara yang dilakukan penelitian , yaitu sebanyak 90

perkara dimana 75 perkara dengan acara pemeriksaan biasa dan 15

perkara dengan acara pemeriksaan singkat dan apabila ‘hal ini
dihubungkan dengan proporsi pemakaian banman hukum yang 10,5
% menggunakan bantuan hukum semuanya dilakukan dengan acara
pemeriksaan biasa. Dengan demikian jelas dalam acara pemeriksaan
biasa selalu menggunakan bantuan hukum dikarenakan adanya
peraturan yaitu i)asal 56 ayat 1 KUHAP dan sesuai dengan peraturan
tertulis yang dijadikaﬁ pedoman oleh para Hakim vyaitu Surat
Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.Um.0908 tahun

1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum. _
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Tabel I1: Hubungan antara tingkat pendld:k"m dengan 'gSeiiggL||1aalw

bantuan hukum

L]

Pendidikan

SD | Persen SMp Persen | SLTA | Persen | Jumlah

Tindakan
| Bantuan Hukum 5 50% 3 30% 2 20% 10
Non Bantuan Hukum 56 | 65% | 19 | 22% | 10 | 11% | 85
!

Tabel diatas menggambarkan bahwa yang menggunakan bantuan
hukum ternyata paling banyak adatah lulusan SD 50 % demikian juga

responden yang tidak menggunakan bantuan hukum lebih banyak

pada responden lulusan SD 65 %

Dari tabel tersebut tergambar tidak adanya hubungan antara tingkat

pendidikan dengan pelaksanaan bantuan hukum.

1.

B. DATA NON DOKUMEN

Bantuan Hukum bagi para tersangka/terdakwa

Pembangunan yang menempati kedudukan sentral se!karang ini
juga mempunyai tuntutannya sendiri terhadap hukum ia
menghendaki agar hukum bisa dijadikan sandaran kerangka untuk
mendukung usaha-usaha yang sedang dilakukan  untuk
meiﬁbangun masyarakat, baik secara fisik maupun spiritual. 42
Salah satu tujuan utama dari bantuan hukum adalah adanya

bantuan hukum struktural yang mempunyai elek tertentu terhadap

warga masyarakat dalam arti yang luas. Salah satu efek yang

“ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, 1980, Angkasa,Bandung,hal 5~
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dikehendaki adalah penanaman suatu sikap tertentu terhadap
bantuan hukum dalam arti yang luas (Soekanto). ** |

Dalam bab terdahulu telah  dikutip hasil penelitian Adnan
Buyung Nasution** bahwa si miskin tidak menyadari dan tidak
tahu bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban hukum, jangan
lagi untuk dan bagaimana untuk mencari bantuan hukum, bahwa

mereka yang tahupun umumnya tidak mempunyai keberanian
moral untuk mempergunakannya. |

Dari hasil wawancara dan observasi terhadap para Hakim di
lingkungan Pengadilan Negeri Salatiga, mereka menyadari
pentingnya bantuan hukum dengan catatan asalkan bantuan
hukum vyang diberikan oleh para pemberi bantuan hukum

dilakukan secara jujur, penuh tanggung jawab serta menguasai

hukum dan persoalannya.

'

~ Sebagai suatu kenyataan bahwa para Hakim di Pengadilan Negeri

Salatiga yang jumlah seluruhnya hanya 9 orang Hakim, tampaklah
jelas menyadari pentingnya peranan bantuan hukym, dapat

ditelaah dalam tabel dibawah ini : ’

Pertanyaan : Selaku seorang Hakim apa alasan saudara
terdakwa/tersangka - perlu ~ tidaknya

didampingiPenasehat Hukum.

- Scerjono  Soekanto, Bantuan Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosio yuridis, 1983,Ghalia
Indonesia,Jakarta,hal 173.
' Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, 1982, LP3ES, Jakarta, hal. 55.
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Tabel 111
Tindakan Jumiah ' .

Adanya peraturan tertulis ' 7

Untuk kelancaran pemeriksaan 8

Untuk meningkatkan sikap mental 2

aparat

Meningkatkan kesadaran hukum 5

Melindungi harkat dan martabat 3

tersangka

Tegaknya hukum dan keadilan 4

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa para 'hakim di
pengadilan Negeri Saiatiga sebagian besar hanya berpatokan
untuk kelancaran pemeriksaan disidang Pengadilan difkarenakan
lebih efisien dan efektif. Hal ini tidak sesuai dengan sikép mereka
yang secara konkrit mendasarkan pada SK Menteri kehakiman
R.I. No. M.02.UM.0908 tahun 1980 tentang Petunjuk pelaksanaan
bantuan hukum. Padahal jelas dalam Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Rl No. M.02.UM.0908 tahun 1980 te:ntangi Petunjuk
Pelaksanaan bantuan hukum, bahwa dalam rangka plemerataan
kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan

bantuan hukum khususnya bagi mereka yang tidak / kurang

mampu. Sikap tersebut secara konkrit telah dituangkan sebagai

pedoman bagi para Hakim yaitu S.K Ménkeh R.I Nomor




M.02.Um.0908 tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan

hukum antara lain dalam Pasal | disebutkan sebagai belgikut :

L]

1) Pemberian  bantuan  hukum  dalam keputusan  ini
diselenggarakan melalui Badan Peradilan Umum.
2) Bantuan Hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak /
kurang mampu dalam perkara pidana : |
a. yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau
lebih, seumur hidup atau pidana mati.
b. yang diancam dengan pidana ‘kurang dari lima tahun,
tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat luas.
Sedangkan untuk para tersangka yang memperoleh bantuan
hukum yang ditunjuk oleh Hakim pemeriksa perkaranya, di dalam
wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan,
memberikan kesan-kesan adanya keragu-raguan tentang hal yang
dirasakan oleh tersangka yang berlatar belakang rakyat miskin
tentang pemberian bantuan hukum tersebut. Hal-hal diatas itu
didukung kuat dengan realita yang terjadi sebagaimzﬂna pernah
diungkap oleh C.J.M Schuyt mengenai tragedi dari 3 kelas itu
memberikan bukti, bahwa penumpang kelas 1 lebih terjamin
daripada kelas 1l dan kelas Ill, dan penumpang kelas II lebih
terjamin dari penumpang kelas IIl. Kelebihan uang dan kekayaan
ternyata memberikan jaminan keselamatan yang lebih baik.*’
Sehingga kemiskinan menjauhkan diri dari hak meﬁdapat‘kan

perlindungan hukum dan bantuan hukum.

5 T Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, 1975, LPIES, Jakarta, hal, 9-10.
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Di dalam hal ini T. Mulya Lubis46 mengetengahkan, bahwa

orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena.
sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya. .
Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman,
malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara di
kaya dan si miskin. Hidup dibagi dalam beberapa kelas dan mimpi
kita tentang persamaan dan kesémaan dihadapan hukum semakin
lama semakin memudar. Seterusnya T. Mulya Luk-)is47 juga
mengetangahkan bahwa seorang yang mampu mem'baya‘r Advokat
kelas satu akan mendapat harapan sukses yang lebih besar
dibandingkan dengan seorang pokrol bambu.
Seorang yang mampu membayar dokter spesialis akan mempunyai
harapan lebih besar dari seorang mantri biasa. Dan seorang
lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta akan mempunyai
harapan lebih besar jika dibandingkan dengan :orang lulusan
Universitas Negeri Jember. |

Pengkotak-kotakkan memang telah jadi sifat kehidﬂ.lpan kita.
Rasa hormat atau kepercayaan terhadap persamaa adaléh contoh
dari ketidak jujuran kita terhadap diri kita (Lubis).**

Diawali dengan suatu tulisan dari Satjipto Rahardjo, yang antara
lain mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

Saya kira peranan tdeal inilah yang antara lain dipermasalahkan
di forum seminar nasional itu dan yang nampaknya kini sedang

menjadi keprihatinan dunia profesi pengacara di Indonesia, yaitu

' Tbid, hal, 9,
" Ibid, hal. 9 - 10.
" T, Mulya Lubis, Ibid, hal. 9 - 10.
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. bagaimana meﬁciptakan suatu korps pengacara yang tangguh
untuk melaksanakan peranan tersebuf.‘w |

Namun pengkajian dari  sudut hukum dan masyéarakat
memperlihatkan, bahwa masalah peranan yang dijalankan itu
tidak hanya ditentukan secara normatif atau idiil. Garis-garis yang
membentuk peranan itu akan berkembang dan menjadi semakin
jelas dalam proses pekerjaan timbal balik yang berlangsung
selanjutnya antara pemegang peranan yang bersangkutan dengan
dunia diluarnya.

Dalam hubungan dengan masalah yang sedang kita bicarakan ini
maka proses penegasan atau pembentukan peranan ini antara lain
ditentukan oleh pengaruh atau tuntutan yang datangnya dari para
nasabah sendiri. Secara singkat dapat dikatakan, mereka yang
disebut ini tidak hanya berkepentingan bahlwa hukum itu
ditegakkan, melainkan dan ini mungkin yang lebih penting,
mereka ingin dibantu keluar dari kesulitannya, |

Maka karenanya penelitian sosiologis terhadap bantuan hukum itu
juga telah mewarnai kecenderungan besar tentang kekurangan-
kekurangan yang ada pada pemberian bantuwan hukum
(Soekanto).>®

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengutip uraian K. Schuyt et. al.
yang antara lain mengemukakan bahwa kekurangan akan bantuan
hukum berasal dari ketidakseimbangan hubungan antara

kedudukan sosial ekonomi pencari keadilan dengan taraf

® Satjipto Rahardjo,op cit.
0 Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suvatu Tinjauan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, jakarta,
hal. 145,
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kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum. Juga dalam
memberikan penjelasan tentang kekurangan yang ada pada
masalah  pemberian  bantuan hukum, Soerjono  Soekanto

mengetengahkan hasil penelitian Carlin dan Howard dalam

laporannya legal representation and class justice (1965) yang

analisanya antara lain mengetengahkan bahwa pada pokoknya 2/3
bagian dari golongah pendapatan tinggi pernah mempé:rgunakan
jasa bantuan hukum, sedangkan hanya [/3 bagian dari golongan
berpenghasilan rendah yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Penelitian dan pendapat tersebut diatas telah memberikan cukup

- titik kenyataan bahwa telah terjadi kekurangan-kekurangan yang

ada pada soal pemberian bantuan hukum.
Disamping hal-hal tersebut diatas, maka - Harjono
Tjitrosoebono scorang anggota Peradin (Persatuan Advokat

Indonesia) dalam Seminar Pembinaan Profesi Hukum tahun 1976

yang diselenggarakan oleh BPHN juga menemukan :

“ Profesi hukum tidak memberikan kedudukan sosial yang
wajar di dalam masyarakat, malahan banyak orang bersikap
aceptis terhadap profesi advokat, hakim, jaksa.

Kedudukan lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian dan
advocattur mengalami kemerosotan dan tidak mempunyati
kewibawaan dalam masyarakat, karena pelaksanaan hukum
tidak memberikan perasaan ketentraman dan kepercayaan
bahwa para justiciebelen mendapat perlindungan hukum dan
kurang mempunyai pegangan kepastian hukum, sehingga
timbul sudah gejala-gejala yang bersifat aphatis terhadap
hukum,  malahan  timbul  keluhan-keluhan  mengenai
penyimpangan-penyimpangan .dan  penyelewengan  dari
hukum. : S
Keadaan bahwa orang-orang bukan sarjana hukum
menjalankan peranan profesi hukum tambah mengurangi
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kewibawaan dan kedudukan profesi hukum dan memmbulk'm
kepincangan-kepincangan dan hambatan-hambatan dalam
inter-relatie dan inter-correlatie nilai-nilai hukum dalam
perkembangan kehidupan hukum di dalam masyarakat yang
memerlukan penilaian dan penelaahan berdasarkan = ilmu
pengetahuan hukum yang luas, mendalam dan kritis
sedangkan para profesi hukum bukan sarjana hanya
mempunyal pengetahuan praktis yang terbatas, disamping
tidak adanya pertemuan dari pada norma-norma etika dalam
menjalankan profesi hukum antara para profesi hukum sarjana
dan non sarjana.

Belum tercapai suatu cristalisatie appreciatie  dan
penghargaan atas status profesi hukum, juga diantara para
profesi hukum sendiri, karena masih ada hakim, jaksa dan
polisi yang tidak menghargai, malahan memandang rendah
profesi advokat dan sebaliknya para advokat menilai profesi
hakim, jaksa, polisi belum dalam tarap yang tinggi dan agung
sebagai tiang dan kubu pertahanan yang harus melindungi dan
menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran”.®!

Mengenai keragu-raguan dari para tersangka/terdakwa dalam
menerima bantuan hukum yang ditunjuk dalam pemeriksaan
perkaranya itu, dapat mudah ditangkap dengan ucapan
spontanitas para terdakwa / tersangka pada saat wawancara antara
lain mengemukakan, bahwa mereka ragu-ragu, apakah penasehat
hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dalam perkara yang
sedang dihadapinya itu, akan membantu semaksimal. mungkin.
Kemudian juga dari letupan isi hati mereka yang mengemukakan,
mengapa dalam perkaranya itu tidak didampingi penasehat hukum
A yang lebih terkenal dan berkualitas serta mengapa hanya
penasehat hukum si B saja.

Dart keterangan-keterangan tersebut diatas yang telah diluapkan

oleh para tersangka / terdakwa maka ini kesemuanya merupakan

! Seminar Pembinaan Profesi Hukum, 1977, Bina Cipta Bandung,
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konkretisasi dari pada sistem nilai-nilai yang berléku dalam
masyarakat. Suatu keadaan yang nyata tersebut merupakan

petunjuk pedoman antara hukum dan nilai yang ada pac‘L:a saat itu.

Polisi, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim Dalam Pandangan

Pembela

Adalah sangat ideal sekali dalam uraian dibawah ini, diawali
]
terlebih dahulu dengan analisa Satjipto Rahardjo yang

‘mengetengahkan, bahwa polisi, jaksa dan hakim boleh dibilang

suatu jébatan formal biasa, yang d_.ikenda]ikan oleh huklun, tetapi
hukum juga tidak pernah mampu menguasainya secara penuh.
Atau barangkali lebih baik dikatakan, bahwa hukum itu sengaja
memberikan ruang gerak yang lebih leluasa kepada polisi, jaksa

dan hakim agar mereka bisa melaksanakan pekerjaannya dengan

baik.™
Kemudian diakhir tulisan Satjipto Rahardjo juga diketengahkan

ulasan tentang polisi, jaksa dan hakim sebagai berikut :

“Sekali ini polisi, jaksa dan hakim sedang mendapat sorotan
masyarakat, tetapi pada lain waktu masyarakat bisa
sepenuhnya berdiri dibelakang polisi, jaksa dan hakim.
Misalnya, dalam mengungkapkan suatu kasus pembunuhan,
masyarakat dan polisi, jaksa serta hakim bisa sepakat
mengenai pelakunya, dan polisi, jaksa serta hakim pun sudah
bersusah payah menangkapnya, karena “keahlian” advokat
dan lain-lain, pelakunya menjadi bebas. Disini polisi, jaksa
dan hakim bukan lagi berhadapan dengan masyarakat, tetapi
dengan pengadilan. Dan keadaan yang demikian itupun
merupakan resiko pekerjaan polisi, jaksa dan hakim.. Ini
semua tidak lain karena polisi, jaksa dan hakim jelas-jelas

2 Satjipto Rahardjo, Polisi Dietje dan Masyarakat, Kompas 26 Januari 1987 hal. 4.
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menampilkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan
sekaligus juga bagian dari hukum™.**

Dengan .latar - belakang  yang demikian itu,  terjadilah
ketidakseimbangan antara polisi, jaksa dan hakim di satu pihak
dan para pemberi bantuan hukum di pihak lain. |
Dengan demikian cukup beralasan bahwa berdasarkan hasil
wawancara dan observasi diperoleh banyak keluhan dari para
pemberi bantuan hukum akan adanya 11aia11gzi11 dalam
pelaksanaannya dengan adanya sikap tidak transparanl dari para
polisi, jaksa dan hakim dalam kelancaran proses pekerjaan
mereka. | | |
Ada kalanya sikap tidak transparan ini dilengkapiudengan hasil
rapat kerja dan instruksi yang pada intinya berkembang menuju
pembatasan kerja para penasehat hukum / pemberii bantuan
hukum. Sebagai misal dapat dirasakan dalam bunyi Pas;ﬂ 70 )'/aﬁg.
berbunyi sebagai berikut :
“Penaschat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
berhak menghubungi dan berbicara déngan. tersaﬁgka pada
setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu  untuk
kepentingan pembelaan perkaranya”’. |
Kemudian dikeluarkan lagi surat keputusan Menteri Kehakiman
Republik Indonesia Nomor M.14-PM.07.03 tahun 1'98;3 tentang
tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, maka pengertian ‘isetiap waktu” dalam Pasal 70

KUHAP dinyatakan sebagai berikut :

3 Ibid
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“Berdasarkan Pasal 70 KUHAP, ditentukan ahwai: penasehat
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak
menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada Eetiap
tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan
pembelaan perkaranya pegeryian “setiap waktu”, dalam

ketentuan ini hendaklah diartikan “waktu jam kerja kantor”.

Kini tampaklah jelas bahwa Pasal 70 KUHAP telah dipersempit
artinya oleh SK Menkeh No. M.14-PN.07.03 tahun 1983 tersebut
diatas.
Pandangan mengenai sikap polisi, jaksa dan hakim tersébut diatas
di satu pihak berhadapan dengan pembela (pemberi bantuan
hukum) di sisi lain adalah sikap yang ditolak oleh para pembela
(pemberi bantuan hukum). Akan tetapi adalah juga iﬁasuk akal
apabila sikap tidak transparan tersebut ada dalam po?isi polisi,
Jaksa dan hakim, karena sisi ini ingin menguatkan peran
pekerjaan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan mereka agar
tidak merupakan kerja tanpa hasil, bahkan menggoyahkan
keselamatan mereka sebagai petugas yang baik dan cemerlang.
Dari celah wawancara dan observasi ini dapat dikumpulkan pula
data pendukungnya mengapa sikap polisi, jaksa dan hakim
tersebut melakukan sikap tidak transparan tersebut, hal ini antara
lain karena :
- Petugas takut ditegur oleh atasan apabila mereka gagal dalam
menyelesaikan suatu kasus.
- Petugas Penuntut Umum dibayangi dengﬁn fcewajiban

menuntut paling sedikit 3/4 dari hukuman maksimal.
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- Petugas Penuntut Umum wajib naik banding apabila putusan
- kurang dari 1/2 tuntutannya. }
- Hakim diracu oleh pemikiran bahwa apabila Penuntut Umum
banding ia harus bekerja keras menyelesaikan perkéra secara
rapi untuk dikirim ke Pengadilan tingkat atas.

- Hakim, Jaksa dan Polisi ingin bekerja agar terjadi sikap yang
dapat diterima oleh mereka bertiga secara sinkron, dan apabila
tercapal sinkronisasi ini maka tidak menimbulkan gejolak dan
prasangka antara mereka. Atau secara sederhana, mereka ingin
bekerja aman damai tanpa mengambil resiko, walaupun
akhirnya dibalik sikap mencapai jalan sinkron ini telah pula

mengorbankan manusia tersangka / terdakwa.

Apabila para pemberi bantuan hukum itu tidak ingin mengalami

hambatan dalam karya kerja mereka, maka sikap plea bargaining

melanda dalam proses penanganannya. Keadaan dan kondisi ini
oleh paa pemberi bantuan hukum dituangkan dalam_kata sikap

yang supel dan fleksibel dalam mengambil per'an Se’bagai pemberi

-bantuan hukum dapat dijalankan bagi para pemberi bantuan

hukum yang mau menjalaninya. Akan tetapi sikap dengan sisi-
supel fleksibel ini oleh para pemberi bantuan hukum yang
menjalaninya itu hanya diakui sebagai sist usaha mencapai
keberhasilan membela dari segi kehidupan ekonomi mereka, akan
tetapi tidak mencapai idealismenya sebagai pembela perkara.
Dengan adanya kenyataan i'ni, maka hasil wawancara secara tak
berencana ini dengan pula mengikutsertakan observasi, telah pula

meletakkan dan merangkaikan kenyataan yang ada .tentang
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berkisar mencari dan menyelidiki hubungan hukum dan
masyarakat, hal mana oleh Philippe Nonet - Philip Selznick®
dinyatakan the study of law become part of the study of auth(;rity,
thus begin to bear a wide range of empirical materials and a rich
background of sosial analysis.

Sekaligus hal tersebut diatas memberi jawaban dalam kenyataan,
bahwa perbuatan manusia merupakan fungsi dari perigetahuan
dan sikapnya terhadap objek perbuatannya. Dari keterangan-
keterangan diatas dapatlah diambil sarinya, bahwa hukum dan
khususnya bantuan hukum menempati fungsi yang esensial sekali,
karena ia berada aktif dalam proses interaksi sosial. Hal ini sangat
diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa hukum adalah
semata-mata hanya mengatur, akan tetapi hukum juga bertujuan
untuk mendapatkan keserasian antara segi lahiriyah dan segi
batiniyah manusia. Sifat yang dinamis dari hukum inilah lazim
dikenal sebagai suatu proses sosial dan inipun yang dipandang
sebagai gejala-gejala sosial.

Dengan demikian gejala-gejala sosial inilah yang mempengaruhi

proses kehidupan bantuan hukum.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan salah seorang Hakim
Pengadilan Negeri Salatiga tentang alasan pemberian bantuan
hukum terhadap tersangka atau terdakwa menyatakan sebagai

berikut :>°

f’hilippe Nonet & Selznick, Law and Society in Transition, 1978, Harper & Row New York,
hal. 13,
Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, Bapak Sukadi, SH tanggal 7 Januari 2000
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Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Makna dart peningkatan kesadaran hukum mésyarakat
yaitu menjadikan setiap orang / anggota masyarakat mengetahui
apa hak yang diberikan hukum kepadanya serta apa puia

kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. Sehingga

apabila setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang |

diberikan hukum kepada mereka, maka mereka masing-masing
akan sempurna berdiri diatas hak yang diberikan hukum.tersebut,
serta akan sekaligus pula mentaati -setiap kewajiban yang
dibebankan hukum kepada mereka. Dengan demikian, maka
apabila penghayatan hak dan kewajiban telah ‘meresap pada
kesadaran masyarakat, maka terciptalah wujud pergaulan

masyarakat yang tertib dan tentram.

Meningkatkan Sikap Mental Aparat Penegak Hukum

Tujuan ini didasarkan atas pemikiran bahwa SLIB;‘EU gerak
pembaharuan hukum yang tidak dibarengi dengan peningkatan
pembinaan para aparatnya, mengakibatkan hukum yang

diperbaharui tidak berarti. Oleh karena itu antara pembaharuan

hukum acara pidana dengan pembinaan peningkatan sikap aparat

penegak hukum harus berjalan secara simultan, agar tidak terjadi
jurang yang dalam antara pembaharuan hukum dengan sikap
mental pelaksananya. | |

Untuk mencapai tujuan peningkatan pembinaan aparat

penegak hukum, maka pembinaan tersebut meliputi segi-segi :
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Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum

sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.

- 2. Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan teknis para gbarat

penegak hukum.

Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum.

Sikap mental aparat penegak hukum yang dituntut .oleh

landasan falsafah KUHAP adalah penegak hukum yang‘ bertéqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bermoral perikemanusiaan

yang adil dan beradab. Sikap mental yang demikian dapat

membentuk perilaku dan sikap yang jujur, bersih dan tanggap

akan rasa keadilan (sense of justice), memikul rasa tanggung

Jjawab (sense of responsibility) serta mendudukkan dirinya

sebagai pengemban pelayanan (agent of service) dan bukan

sebagai alat kekuasaan (instrument of power).

Tegaknya Hukum dan Keadilan

1.

Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan adalah :
Hukum yang berdasarkan dan bersumber kepada Pancasila
dan UUD 1945 serta segala hukum dan perundarig-undangan
yang tidak bertentangan dengan Sleber'“‘hu]?um diatas yang
benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup
dalam masyarakat;

Keadilan yang hendak ditegakkan adalah. keadilan yang
didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam falsatah

Pancasila, UUD 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat
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pada hukum dan perundang-undangan yang fain, yang nilai-

nilainya aspiratit dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Melindungi Harkat Martabat Manusia ‘

Harkat dan martabat manusia adalah melrupakan hak asasi
manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Konsep hak asasi
yang kita anut adalah penjabaran dari sila “Kemanusiaan yang
adil dan beradab” yang disemangati oleh sila-sila dari Pancasila.

Dengan sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, setiap
manusia diakui dan harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama
derajatnya dan sama hak dan kewajibannya sesuai dengan kodrat
kemanusiaan yang mereka miliki, tanpa membedakan asal-usul,
keturunan, suku, agama dan status sosial.

| Di atas landasan persamaan derajat hak dan kewajiban
intlah diperlukan adanya pembinaan dan peningkatan sikap aparat
penegak hukum untuk mencintai dan memperlakukan seorang .

tersangka / terdakwa dengan cara-cara yang manusiawi, tidak

‘boleh diperlakukan dengan sikap dan cara yang semena-mena dan

sewenang-wenang. Sehingga “asas keseimbangan” dalam
penegakan hukum (pidana) harus benar-benar diperhatikan,
dimana asas keseimbangan ini menghendaki bahwa penegakan
hukum yang bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi
kepentingan masyarakat tidak boleh sampai mengorbankan hak
dan martabat tersangka / terdakwa.

Adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak
tersangka / terdakwa dalam KUHAP, maka KUHAP merupakan
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hukum acara pidana yang mengatur tata cara dan prosedur
penggakan hukum dengan tindakan-tindakan yang manusiawi,
agar harkat dan martabat manusia tersangka / terdakwa jangan
sampai diperkosa, sedangkan di Pengadilan Negeri Salatiga
bantuan hukum untuk mereka tersangka/terdakwa yang tidak
mampu, dananya yang diberikan oleh Pemerintah tidak
mencukupi sehingga para Hakim tidak menawarkan kepada

tersangka atau terdakwa.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan salah seorang Penasehat
Hukum yang sekaligus dosen UKSW tentang alasan pemberian
bantuan hukum kepada para tersangka atau terdakwa menyatakan

sebagai berikut :*°

Untuk mengetahui alasan pemberian bantuan hukﬁm kepada
tersangka perlu dipahami terlebih dahulu po]itik hukum yang
mendasari KUHAP, maka pokok-pokok landasan KUHAP yang
berupa landasan motivasi dan landasan asas atau prinsip-prinsip

KUHAP.

Landasan Motifasit KUHAP

Landasan motivasi merupakan kompas pengarah bagi aparat

- penegak hukum dalam penerapan dan penafsiran rumusan yang

tersirat dalam KUHAP sehingga harus dipahami dan dipedomani
oleh aparat penegak hukum dalam setiap gerak penegakan hukum

secara konkrit.

56

Wawancara dengan Pcnasehai Hukum (Bapak Hariyanto,SH) tanggal [0 Januari 2000
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Landasan Asas atau Prinsip KUHAP
Landasan asa atau prinsip diartikan sebagai dasar patokan hukum
yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum.
Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum inilah yang merupakan
pedoman bagi instansi jajaran aparat pengak hukum dalam
menerapkan pasal-pasal KUHAP. Sebenarnya bukan hanya kepada
aparat penegak hukum saja asas atau prinsip hukum tersebut
menjadi pedoman atau landasan tetapi juga pada setiap anggota
'masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan
tindakan yang menyangkut KUHAP.

‘Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUHAP
adalah : |
1. Asas legalitas ;

2. Asas keseimbangan

e

. Asas praduga tak bersalah ;

Asas pembatasan penahanan |

Asas ganti rugi dan rehabilitasi |

Asas penggabungan pidana dengan ganti rugi ;
Asas unifikas: ; |

Asas Differensiasi fungsional ;

I A

. Asas saling koordinasi |
10. Asas peradilan cepat dan biaya ringan ;

11.Asas peradilan terbuka untuk umum.

3. Pemaparan Data Non Dokumen Secara Kuantitatip
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Dari data dokumen yang dapat dilihat pada daftar tabel 11, te'!a‘lf
terbukti tidak adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan

pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Perihal tersebut diatas diperoleh gambaran data sebagai berikut :

Oleh penulis dicoba diteliti pada suatu hari sidang Penfgédilan

Negeri Salatiga, terhadap tersangka | yang disidangkan di

Pengadilan Negeri Salatiga. Penelitian ini dilakukan sebelum

sidang dimulai, serta merupakan perkara yang baru disidangkan

untuk pertama kalinya dengan tersangka yang berjumlah 20 orang.

Ternyata ditemukan hal-hal sebagaimana berikut :

Bahwa dari 20 tersangka yang baru pertama kali disidangkan

diperoleh hasil bahwa 15 orang tersangka tidak menggunékan

bantuan hukum karena tidak mengetahui adanya hak dari

tersangka/terdakwa untuk didampingi Penaéehat Hukum

Sedangkan yang 5 tersangka menggunakan bantuan hukum karena‘

danya beberapa fkator-faktor yang mempengaruhinya..

Adapun faktor-faktor kendala tersebut antara lain

-~ Ingin diperlakukan secara adil dan tepat.

- Ingin memperoleh penjelasan yang seje]és—jelasnya atas
tindakan atas sanksi yang akan dikenakan. |

- Ingin pemeriksaan terhadap tersangka tidak dipublikasikan. |

- Ingin menghindari cara perlakukan yang kasar.

- Ingin diberi kesempatan mengutarakan pendapat.




Tindaian ' Jumiah
Ingin- diperfakukan secara adil dan 5
tepat
Ingin memperoleh penjelasan yang 2

sejelas-jelasnya atas tindakan atau
sanksi yang akan dikenakan.

Ingin pemeriksaan terhadap 4
Tersangka tidak dipublikasikan

ingin mengihindari cara perlakuan 4
vang kasar :

Ingin diberi kesempatan mengitara- 3

kan pendapat

Dari hasil penelitian terhadap 3 tersangka yang
menggunakan bantuan hukum ternyata faktor yang paling besar
adalah faktor ingin diperlakukan secara adil dan tepat, sedangkan
faktor-faktor mereka tersangka atau terdakwa tidak menggunakan
bantuan hukum semuanya menyatakan tidak tahu kalau ada hak
untuk didampingi Penasehat bukum dan tidak ada tawaran dari

Hakim.

Dengan memperhatikan penelitian diatas, ternyata dapat

diketahui, balwa para tersangka / terdakwa yang tidak

menggunakan adanya bantuan hukum, karena disamping tidak

mengetahui adanya hak untuk didampingi Penasehat Hukum juga
dikarenakan tidak ada keberanian mempergunakannya, sedangka
tersanga alau terdakwa yang mempergunakan bantuan hukum di

karenakar. adanya beberapa faktor. Mengenai faktor-faitor dan
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para Tersangka menggunakan atau memanfaatkan baniuan hukum

adalah :

1. Ingin adanya perlakuanyang adil dan tepaf.

Bagaimana mereka yang telah .mé]akukan pe!rbuatan
pidana itu diperlakukan dalam penerapan hukum pidana ?
Apakah dia telah benar-benar dipeﬂakukan, sehingga
tersangka / terdakwa “telah merasa” bahwa dia diperlakukan
secara adil dan tepat ? Apabila tersangka / terdakwa telah
merasa diper‘lakukan dengan cara yang adirl dan tepat, maka
hukuman pidana yang ditimpakan kepadanya ‘s;e'ka'li'pun
hukuman itu memang tiaak disukainya, namun térsangka /
terdakwa akan merasakan hukuman itu sebagai re:ﬁksi‘ wajar
dan adil atas kejahatan dan kesalahan yang telah .di'lafkukannya.
Akan tetapi jika dalam cara-cara perlakuan penerapan hukum
itu benar-benar dirasakannya sebagai perkosaan dan kelaliman,
akan tetap dianggapnya sebagai perlakuan yang ;‘fidak adil dan
tidak wajar”, Walaupun hukuman yang dijatuhkan kepadanya
hanya hukuman 'bersyaré.t. Karena hati sanubarinya telah
merasai képahitan akan perlakuan aparat penegak hukum yang
tak suka memperhatikan dan memahami martabat kemanusiaan

dan hari depannya.

2. Ingin penjelasan yang terang atas tindakan yang akan

dikenakan.
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Setiap penangkapan dan penahanan serta pemeriksaan
di sidang Pengadilan, harus dengan jelas disebutkan kepada
tersangka. Dan cara penangkapan atau penahanan  dan
pemeriksaan di sidang Pengadilan jangan sampai dilakukan
dengan  cara-cara  tindakan yang demonstratif dan
dipertontonkan sedemikian rupa sehingga seluruh kampung
dan tetangga ikut berebut menyaksi'kannya.‘ Cara penangkapan
yang didemonstrasi-kan, benar-benar menghancurkan harkat
martabat dan harga diri si tersangké. Seola‘h-o'lah: dia telah
dihukum oleh orang-orang yang menonton penangkapan atau
sidang, sebelum diadili atau diputus oleh pengadilan.
Demikian juga cara-cara perlakuan yang dialaminya sewaktu
diangkut dari tempat tahanan ke sidang pengadilan, harus
dihindari agar jangan sampai menimbulkan rasa h{na dalam

dirinya.

. Ingin Hasil penyelidikan jangan dipublikasikan.

Terutama selama masih dalam proses pemerikaan
penyidikan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Janganlah
hasil pemeriksaan itu dipublikasikan dalam mass media surat-
surat kabar atau majalah. Bukankah selama masih dalam
tingkat pemeriksaan penyi.dikan dan pemeriksaan di sidang

Pengadilan, belum jelas kejahatan dan kesalahan apa yang

akan dituduhkan kepadanya ? Apalagi jika pihak pers yang

mempublikasikannya telah terlampau jauh memperinci berita

acara pemeriksaan, kemudian dengan berani pula mengambil
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kesimpulan sendiri. Seolah-olah pemberitaan tersebut telah
menjatuhkan vonis kepada tersangka (trial by the press). Hal
ini jelas-jelas sudah melanggar hak asasi tersangka S/a'ng
dicantumkan dalam asas praduga tak bersaiah (presumption of
innocent). Yakmi surat kabar telah menjatuhkan vonis terhadap
tersangka sebelum pengadilan sendiri memeriksa kesalahan
yang didakwakan dalam suau sidang perad.ﬂan yang bebas,

Jujur dan tidak memihak. Pelanggaran terhadap hak asasi

| praduga tak bersalah, benar-benar sangat merendahkan harkat

martabat seorang tersangka / terdakwa.

. Ingin menghindari cara perlakuan yang kasar.

Harus dihindari cara perlakuan yang kasar, i'Untuk itu
aparat penegak hukum harus sepenuhhya mencurahkan
perhatian dengan cara-cara yang “bersahabat” dengan
tersangka / terdakwa dengan perlakuan yang “lemah lembut”
tanpa mengurangi ketegasan dalam pemeriksaan. Ciptakan
persaudaraan yang lemah lembut dalam suatu keseimbangan
dengan ketegasan yang seperlunya, dalam suatu acuan hak dan
martabatnya tetap diperlindungi, namun hukum harus tetap
ditegakkan. Schingga tercipta suasana dalam setiap tihgkat
pemeriksaan, si tersangka / terdakwa tetap merasakan bahwa
penegakan hukum yang dihadapinya adalah manusia seperti
dia juga. Dia benar-beﬁalr merasa, selama pemeriksaan yang
dilakukan kepadanya, berada dalam suasana “berurusan

dengan sesama manusia”. Kepadanya tidak diperlihatkan jarak
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antara dlia dengan pihak pejabat penegak hukum. Sehingga
tersangka / terdakwa percaya, bahwa pejabat yang dihadapinya
bukan “instrument of power”, tapi benar-benar dilihainya
sebagai “agency of service”.

Oleh karena itu para pejabat penegak hukum harus
menciptakan suasana pemeriksaan yang bersifat “sesama
manusia”. Jangan ciptakan hubungan pemeriksaan yang
mengarahkan dan bersifat antara seorang penguasa dengan
hamba sahaya, dimana jarak antara di pejabat dengan si

tersangka / terdakwa antara tuan majikan dengan budak.

Ingin diberi kesempatan mengutarakan pendapat.
Berikan kesempatan yang luas kepada tersangka /

terdakwa untuk mengutarakan dan mengemukakan apa-apa

‘yang dianggapnya benar, sesuai dengan relevansi pemeriksaan.

Adalah suatu hal yang sangat mencekam dan menyakitkan hati,
apabila kepada tersangka / terdakwa tidak diberikan k:ebebasan
dan kesempatan mengutarakan apa-apa yang dipikirkannya
demi  kepentingan pembelaan dirinya. Apalagi jika
pemeriksaan itu bersifat sepihak saja dalam arti, hanya melulu
menurut kehendak si pemeriksa dengan jalan pemerasan dan
pemaksaan pengakuan,

Cara pendekatan seperti itu sudah memperkosa hak dan
martabat kemanusiaannya. Sikap masa bodoh dan acuh tak
acuh menghadapi terangka / terdakwa, sambil para pemeriksa

ramai-ramai mencemooh dan mentertawakannya. Perilaku
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pejabat hukum yang seperti ini sudah sampai pada taraf dengan
sengaja menghina dan merendahkan harkat martabat,tersangka
/ terdakwa. Dia telah diperlakukan seolaﬂ-olah barang” atau
binatang tontonan yang tak mempunyai nilai daﬁ artl apa-apa.
Yang paling menyedihkan lagi dalam pemeriksaan penyidikan
yakni si tersangka dioperkan dari tangan pemeriksa yang satu
ke tangan pemeriksa yang lain seperti bola, dengan cara dan
langgam pemeriksa menurut selera masing-masing petugas.
Sehingga benar-benar mental dan harga dirinya hancur
diombang-ambing oleh ketidak tentuan pemeriksaan itu
sendiri,

Tidak lebih buruk dari apa yang kita sebut ‘diatas, adalah
pemeriksaan yang dilakukan secara pengeroyokan. Beberapa
petugas pemeriksa, ramai-ramai saling menghujani tersangka
dengan pertanyaan yang tak mungkin diladeni satu persatu.
Hal ini mengakibatkan syaratnya lumpuh dan _sekaligus
menjerumuskan ke jurang putus asa, oleh karena kenyataan
pengalaman, bahwa berhadapan dengan petugasl penegak
hukum, membuat seseorang benar-benar tidak mempunyai daya
apa-apa, selain daripada kesuraman dan menyerah pasrah akan
takdir yang akan ditimpakan kepada dirinya. Dia melihat hari
depannya telah berakhir dan hanya tergantung kepada belas

kasihan para petugas penegak hukum saja.
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Dari data non dokumen dan data dokumen dapatlah

ditarik pengertian dan di dalam kenyataan yang ada, akan hal-hal

R 3

sebagai berikut :

a. bahwa pendidikan para tersangka / terdakwa tidak
mempengaruhi tentang penggunaaﬁ bantuan hukum, untuk
wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga.

b. bahwa ternyata, walaupun oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP
ditentukan dalam hal tersangka / terdakwa disangka atau
didakwa melakukan tindakan pidana yang diancam dengan
pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih
atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada
semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib
menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Akan tetapi
ternyata dari  data dokumen, tampak sangat tipis
direalisasinya hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang
ditunjuk oleh semua pejabat pada semua tingkat pemeriksaan.

c. keragu-raguan dari para pencari keadilan terhadap para
pemberi bantuan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah /

pengadilan,

Dengan mengambil sari penalaran dari Robert B.
Seidman sebagaimana dalam bagan yang telah dikemukakan, maka
terlihatlah bahwa birokrat pelaksana, yaitu pafa penegak hukum

dalam pelaksanaan hukum yang secara langsung berhadapan dan




berhubungan  dengan  para pemegang pefah, kurang
mengkomunikasikan atau tidak secara baik melaksanakan apa yang
digariskan oleh decicion maker. - F

Sedangkan pula pemegang peranpun yaitu para pencari keadilan
terutama yang mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh
pemerintah / hakim, meragukan itikad baik dari para pemberi

bantuan hukum.

Bahwa mengenai masalah tingkat pendidikan dari para
tersangka / terdakwa dalam hubungannya dengan efektivitas
digunakannya bantuan hukum, merupakan bagian dalam area ruang
lingkup role occupant, apabila kita bersandar ﬁada hasil karya
kerangka berpikir dari Robert Seidman yang dleﬁ Safjipto
Rahardjo kerangka berpikir Robert B. Seidman telah diuraikan di
dalam dalil-dalil bahwa setiap peraturan hukum memberikan
tentang bagaimana seorang pemegang pefanan (role occupant) itu
diharapkan bertindak dan kemudian dikemukakan bagaimana
seorang pemegang peranan ilu akan bertindak sebaglai suatu
responden tehadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-
peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas
dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks

kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

Sehingga dari kerangka berpikir Robert B. Seidman ini
konteks permasalahan tingkat pendidikan dalam  kerangka

hubungannya dengan sifat para tersangka / terdakwa, mé‘nge'nai

57

Ii)id, Hukum dan Masyarakat, 1980, Angkasa Bandung, hal. 27 - 28.
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bantuan hukum, berada pada bidang the area of choice. Jadi
dengan demikian belumlah dapat dikdta bahwa, telah
terselenggaranya sosialisasi hukum dalam hal bantuan hukum oleh
para birokrat pelaksana untuk para pemegang peranan yaitu para
pencari keadilan, kalau belum terpenuhi secara baik mekanisme
yang telah dikemukakan oleh Robert B. Seidman tersebut.

Dinamisasi dari mekanisme Robert B. Seidman tersebut baru dapat

berwujud lancar tanpa gangguan,

Dari data dokumen sendiri tampak nyata bahwa para terdakwa
/ tersangka yang mempergunakan bantuan hukum hanya tercatat
10,5 % dari seluruh tersangka / terdakwa yang ada yang berjumlah
95 orang. Sehingga cukup jelas bahwa tersangka / terdakwa yang
belum mempergunakan bantuan hukum dalam bentuk persentase
berjumiah 89,5%.

Bahwa faktor pendidikan yang merupakan bagian dari area of
choice apabila diserap pengertian dari Robert B. Seidman tersebut
dan Apabila diperbandingkan dengan hasil data dokumen dalam

tabel ini, cukup jelas bahwa data dokumen telah memberikan

kenyataan sebagaimana dalam tabel, ternyata faktor pendidikan
dari terdakwa / tersangka yang ada di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Salatiga tidak ada pengaruhnya.
Bantuan hukum dalam KUHAP dilingkungan wilayah hukum
Pengadilan Negeri Salatiga tampak jelas dengan memperhatikan data

dokumentasi, bahwa dari 95 orang terdakwa selama bulan Januari

1999 sampai dengan September 1999 yang disidangkan di Pengadilan

dikata berhasil untuk bantuan hukum apabila mekanismenya
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Negeri Salatiga, hanya tercalat yang didampingi dan mendapat

bantuan hukum sejumlah 10 orang terdakwa, schingga 85 tersangka
lainnya sama sekali tidak terdampingi dan mendapat bantuan hul}um.

Maka walaupun bantuan hukum telah lama berpraktek hidup

dalam peradilan di Indonesia atau dalam kehidupan hukum di o

Indonesia. Kemudian secara tegas dan spesifik dicantumkan kembali

di dalam KUHAP, akan tetapi kenyataannya tentang bantuan hukum

ini betum berada dalam lingkuhgz‘m hidup yang e_fektif'di' l'ingkun'gan
wilayah Pengadilan N'egeri Salatiga. Keadaan ini apabﬂé mengikuti
jalan karya pikir dari Robert B. Seidman cukuplah jelas tefjawab,
bahwa tidak terselenggaranya secara baik suatu peraturan dalam

kehidupan hal ini dikarenakan belum terlihatnya sosialisasi dari

hukum tentang bantuan hukum itu sendiri dalam masyarakat.

Hal-hal tersebut diatas berkaitan erat dengan problem tentang

bagaimana lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons

terhadap bantuan hukum, karena ada kalanya faktor lainnya ikut

berperan dalam kendala kehidupan hukum yang ada. Dengan latar

belakang yang demikian inilah telah tersingkap tentang bantuan

hukum dalam KUHAP dewasa ini dilingkungan wilayah Pengadilan

Negeri Salatiga dalam kenyataan yang ada belum dapat dikatakan

telah dapat dinikmati secara baik dan wajar oleh para tersangka /

terdakwa.,

Bahwa analisa dari bantuan hukum yang telah diatur dalam

KUHAP dalam lingkup role occupant belumlah tercapai, dan apabila

melihat/memperhatikan kerangka. berpikir dari Robert B. Seidman,




-maka ini disebabkan karena adanya bentuk interaksi konflik

kepentingan sebagaimana dapat dipdhami dan ditelaah dalam ugaian
diatas dan tulisan ini yang secara sederhana telah penulis kemukakan.
Perlulah dipertimbangkan tentang langkah-langkah apakah
vang sebaiknya harus diambil untuk mengatasi masalah-masalah
seperti tersebut dalam uraian terdahulu tentang belum tercapainva
sosialisasi dari bantuan hukum dalam KUHAP, karena adanya bentuk
interaksi - konflik kepentingan. Bahan pertimbangan untuk
menghifangkan bentuk interakéi - konflik kepentingan dan sekaligus
mendinamiseer, mengefektifkan bantuan hukum yaﬁg telah
dituangkan dan digariskan oleh pembuat undang-undang tersebut
daiam KUHAP vaitu dengan jalan memperhatikan dan menempatkan
persoalan bantuan dalam posisi-posisi sebagaimana yang diharapkan
oleh Robert B. Seidman, bahwa seorang pemegang peranan itu akan
berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang betlaku bagi
aktifitasnya itu tergantung dari tiga variabelnya yaitu :
- Apakah normanya telah disampaikan dengan baik.
~ Apakah normanya telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
~  Apakah role occupant berjalan mulus dan tidak terselok karena
adanya motivasi yang menyimpang.”®
Kalau ketiga variabel ini telah berjalan baik tanpa hambatan, cukup
jelas bantuan hukum dalam KUHAP akan betjalan baik sesuai
dengan harapan utama dari pembuat undang-undang, serta dapat

dinikmiati oleh role occupant sesuai dengan harapan-harapannya.

s Ihid, Pemanfantan Timu-Ilmu Sosial bagi Pembangunan Hmu Hukum, 1977, Alunni Bandung,

hai. 12.
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Karena dari dari non dokumen yang menyatakan bahwa para
Hakim lebih menyukai tidak ada Penasehat Hukumnya karena untuk
- effisien dan efektinya dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan E)eriu
dilihat pula dari segi organisasi dari Pengadilan itu sendiri.

Mengenai tfaktor organisasi atau birokrasi di lingkungan
Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan wawancara dengan mereka
(para Hakim) menyatakan salah satu keberhasilan brgalwisasi
pengadilan adalah tercapainya masyarakat yang adil. Untuk mengejar
tujuan tersebut maka Pengadilan Negeri Salatiga sebegai suatu
organisasi yang disusun secara rasional tidak luput dari melakukan
tindakan—tindakaﬂ yang didasarkan atas pertimbangan dan
kepentingan dalam mengejar kepentingan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka ada hal-hal
vang seharusnya dilakukan secara prosedural namun tidak dipatuhi.
Hal ini bukan berarti mereka (para Hakim) tidak mengetahui
peraturan atau prosedur yang semestinya akan tetapi mereka rupanya
dalam hal ini mengutamakan efisiensi kerja. Sehingga syarat-syarat
yang bersifat formal prosedural yang harus ditkuti dalam 'tindakan-
tindakan tersebut cenderung diabaikan, karena dianggap berbelit-belit
dan tidak efisien serta tidak menunjang tugasnya yang harus segera

bertindak cepat. Hal ini sejalan dengan pendapat Weber yang
menyatakan bahwa bentuk birokrasi suatu organisasi adalah untuk
meningkatkan efisiensi administatip yaitu Kketepatan, kecepalan,

ketidakraguan, pengurangan pergeseran serta biaya matert dan
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personalia, ketingkat optimal dalam adminisirasi birokrasi yang
ketat,>
Bila dihubungkan dengan teori bekerjanya hukum “yang

dikemukakan Seidman yang menyalakan bahwa bagaimana suatu

lembaga penegah hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap -

peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi dari peraﬂrran yang
ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kmﬁpeks dari
kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya,
dan umpan balik yang datang dari para pemegang peran (role

occupant). Uraian tersebut dapat diluhat pada diagram berikut ini ;%

/ Pembuat Hukum

3 | pemegang peran

Birokrasi penegak hukum

/
N )

.. Umpan balik .-

e TRV S o

Kekuatan-kekuatan sosial, politik dan seterusnya.

Dari peﬁdapat Seidman tersebut dapat dijelaskan bahwa para Hakim
dalam melaksanakan fungsi/tugasnya, pertama-tama ditentukan dan
dibatast oleh patokan-patokan formal yang . berupa perafuran—

peraturan hukum yang mengatur masalah pemberian bantuan hukum.

Peter M Blau dan Marshal W Meyer, Birokrasi dalam Masyérakat Modern, UI Press, Jakarta, 1987
Satjlpto Rahardjo, Masalah penegakan hukum (suatu tinjavan sosiologis) Smar Baru Bandung,
tanpa tahun, hal 28 -
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Sehingga dapat dikatakan bahwa pekelrjaan Hakim tersebut hanya
boleh dijalankan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai

%

pembatasan yang ditentukan oleh hukum.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1.

Pemahaman tersangka dan aparat penegak hukum di wilayah Pengadilan
Negeri Salatiga terhadap pemberian bantuan hukum dapat dikatakan
bélum dipahami sebagaimana yang dicita-éitakan, hal ini menyebabkan
peraturan tidak terselenggaranya secara baik dalam keh'-idupan di

masyarakat ;

. Para aparat penegak hukum belum dapat memberikan tanggapan

mengenai bantuan hukum secara efektif dikarenakan adanya motivasi-
motivasi yang menyimpang sehingga mempengaruhi mekanisme yang

harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum ;

. Faktor-faktor yang mendorong tersangka/terdakwa untuk memanfaatkan

bantuan hukumn adalah sebagai berikut :

a. mereka tersangka ataﬁ terdakwa ingin diperlakukan secara adil dan
tepat karena dengan diperlakukan secara adil dan tepét maka
hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya walaupun hukuman itu
tidak disukainya namun tersangka atau terdakwa akan merasakan
hukuman itu sebagai reaksi yang wajar dan adil atas kejahatan dan

kesalahan yang dilakukannya ;

b. adanya penjelasan yang terang atas tindakan yang dikenakan dengan

adanya pemberian bantuan hukum tersebut yang disampaikan oleh
aparat penegak hukum maka para tersangka atau terdakwa tidak
merasakan harkat dan martabatnya serta harga diri dari tersangka

atau terdakwa dihancurkan ;




103

¢. untuk menghindari dipublikasikan oleh pers yang kadang-kadang -
dengan berani mengambil kesimpulan sendiri dimana seolah-olah
pemberitaan tersebut telah menjatuhkan vonis kepada ters:angka
sehingga dapat melanggar hak asasi tersangka yang tercantum dalam

asas praduga tak bersalah (presumption of innocent).
4. Pelaksanaan dari pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau
terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga belum dapat
" dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenaka’n belum terlihatnya
sosialisasi dari hukum tentang bantuan hukum itu sendiri sehingga
mereka tersangka atau terdakwa tidak tahu kalau mereka mempunyai
hak untuk didampingi Penasehat Hukum, dengan demikian pemberian
banfcuan hukum belum dapat dinikmati secara baik dan wajar oleh para

tersangka/terdakwa.

Saran-saran

1. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis maka kendala yang terlihat
adalah pada birokrat pelaksana, disamping itu Juga dari faktor role
accupant (pemegang peranan) sehingga laju pertumbuhan bantuan
hukum dalam KUHAP tidak berjalan mulus . Untuk ity perlu
dilaksanakan oleh birokrat tingkat pusat yang merupakan faktor terdekat
dengan lembaga pembuat undang-undang berkewajiban melaksanakan
terlebih dahulu dan menginfus secara nyata birokrat pelaksana
dibawahnya sampai yang terendah untuk menjalankan secara murni dan
ideal tentang efektifitasnya bantuan hukum

2. Disamping itu perlu pula ditingkatkannya komunikasf yang merupakan

kerangka kerja mencerdaskan bangsa wajib digalgkkan' dan secara
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minimal penerapan tentang bantuan hukum yang diharapkan oleh
KUHAP dapat disebarluaskan, karena mengarahkan bantuan hukum ini
berarti pula melaksanakan, merealisasikan dan mensosialisasikan

bantuan hukum dalam KUHAP dalam masyarakat Indonesia.
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